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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Sejarah Perkembangan Bank Muamalat Indonesia 

Tahun 1991-2002”. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi : 1) 
Bagaimana Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia?, 2) Bagaimana 

Perkembangan Bank Muamalat Indonesia dari tahun 1992 hingga tahun 2002?, 3) 

Bagaimana Peran dan Hambatan Bank Muamalat Indonesia?. Metode penelitian 
yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari 

tahap heuristik, verifikari, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang 
digunakan adalah adalah pendekatan historis perspektif singkronis-diakronis 

mendeskripsikan peristiwa yang terjadi pada masa lampau secara kronologis dan 

analitis dengan sama-sama memperlihatkan dimensi ruang dan dimensi waktu. 
Sedangkan teori utama yang digunakan untuk menganalisis menggunakan teori 

progresif-linear dari Ibn Khaldun yang mengatakan bahwa seluruh peristiwa dalam 
sejarah itu suatu garis menarik dan meningkat ke arah kemajuan dan kesempurnaan. 

Selain itu menggunakan teori pendukung role theory Soerjono Sukanto bahwa 

peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang berhubungan dengan tindakan yang 
lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses di 

posisi tertentu. 

Hasil dari penulisan skripsi ini menyimpulkan bahwa: 1) Bank Muamalat 

berdiri pada 1 November 1991 yang digagas oleh MUI, ICMI dan pengusaha 

muslim serta mendapat dukungan dari pemerintah yang kemudian resmi beroperasi 
pada 1 Mei 1992. 2) BMI telah mengalami perkembangan dari berbagai segi, yaitu 

kebijakan, produk dan akad, serta Gedung dan kantor. 3) BMI memberikan peran 
penting dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan karena menggunakan 

sistem yang berkeadilan. Namun dalam prakteknya BMI mengalami hambatan 

dalam pengembanganya yaitu: minimnya SDM, kebijakan yang kurang memadai, 

kurangnya pemahaman masyarakat, dan kurangnya jaringan kantor 

 

Kata Kunci: Bank Muamalat, Perkembangan, dan Hambatan  
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "Historical Development of Bank Muamalat Indonesia 
in 1991-2002". The problems that will be discussed in this thesis include: 1) How 

is the history of Bank Muamalat Indonesia?, 2) How is the development of Bank 
Muamalat Indonesia from 1992 to 2002?, 3) How are the roles and barriers of Bank 

Muamalat Indonesia?. The research method used in this thesis is a historical 

research method consisting of heuristics, verificary, interpretation, and 
historiography stages. The approach used is the historical approach of the 

Synchronic-diachronic, describing events occurring in the past chronologically and 
analytically, equally exposing the dimension of space and dimension of time. 

Meanwhile, the main theory used to analyse the progresif-linear theory of Ibn 

Khaldun said that the entire event in history was an interesting line and escalated 
toward progress and perfection. In addition to using the supporting theory role 

theory Soerjono sukanto roles is a set of behaviors that relate to the actions that 

show more function, self-adjustment and as a process in a certain position. 

The results of this thesis concluded that: 1) Bank Muamalat was established 

on 1 November 1991 which was initiated by MUI, ICMI and Muslim entrepreneurs 
and received support from the government which then officially operated on 1 May 

1992. 2) BMI has developed from various aspects, namely policy, product and 
contract, and building and office. 3) BMI provides an important role in reducing 

poverty and the gap because it uses equitable systems. But in practice BMI is 

experiencing obstacles in its development: lack of human resources, inadequate 

policy, lack of understanding of society, and lack of office network. 

 

Keywords: Bank Muamalat, Development, Resistance 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga untuk mengumpulkan dana masyarakat 

berupa simpanan dan menyelurkan dana tersebut berupa kredit atau dalam 

bentuk lainya. Sehingga fungsi dari bank adalah sebagai sarana intermediasi 

bagi penabung yang mengamali kelebihan dana (surplus) dengan peminjam 

yang mengalami kekurangan dana (defisit) dalam membiayai usaha yang 

dijalankan.1 Bank berdasarkan prinsip syariah Islam (Bank Islam) adalah 

bank dengan sistem operasionalnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah 

Rasul, yang berarti sistem operasionalnya tidak menggunakan bunga 

melainkan bagi hasil yang sesuai dengan syariah Islam.2 

Pendirian lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah Islam 

adalah bagian upaya umat muslim untuk melandasi segenap aspek 

kehidupan ekonomi yang berdasarkan yang berdasarkan Al-Quran dan 

Sunnah Rasul. Munculnya Bank Islam di Indonesia tentunya melihat dari 

perkembangan Bank Islam di berbagai belahan dunia. Pembentukan Bank 

Islam bermula di Mesir pada 1960 yang beroperasi sebagai rural social bank 

semacam unit lembaga keuangan di desa yang terletak disepanjang delta 

Sungai Nil. Lembaga keungan tersebut bernama Mit Ghamr Bank dengan 

pengoperasiannya dalam sekala kecil. lembaga tersebut mampu menjadi 

 
1 M. Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, (Jakarta, bangkit: 1992), 1. 
2 Ibid., 1. 
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salah satu pemicu dalam terbentuknya lembaga keuangan yang berdasarkan 

prinsip syariah, serta bagi perkembangan sistem ekonomi Islam.3 

Salah satu tonggak dalam perkembangan perbankan Islam adalah 

berdirinya Islamic Development Bank (IDB), yang di tetapkan pada saat 

sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karanchi, Pakistan pada 

Desember 1970. Kemudian secara resmi pembentukan IDB disetujui pada 

sidang yang ke dua di Jeddah, Arab Saudi pada 10 Agustus 19744 

keanggotaan IBD terdiri dari 56 negara termasuk Indonesia menjadi salah 

satunya. Tujuan Didirikan Ibd adalah untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara anggotanya 

dan masyarakat muslim pada umumnya. 

Berdirinya IDB juga turut memberikan pengaruh terhadap 

berdirinya bank-bank Islam diberbagai negara pada kurun 1970. Adapun 

negara-negara yang mendirikan Bank islam terbagi menjadi dua bagian, 

Asia dan Timur Tengah: pertama di Asia, Phillipine Amanah Bank berdiri 

pada tahun 1973, dan Muslim Pilgrims Savings Corporatian berdiri pada 

tahun 1983. Kedua di Timur Tengah, Dubai Islamic Bank berdiri pada tahun 

1975, Faisal Islamic Bank of Egypt berdiri pada tahun 1977, Faisal Islamic 

of Sudan berdiri pada tahun 1977, Bahrain Islamic Bank berdiri pada tahun 

1979.5 

 
3 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2017), 18 
4 Karnaen Perwataatmadja, Muhammad Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, 
(Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1992),58. 
5 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2006), xx. 
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Bank berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia berdiri pada 

tanggal 1 November 1991 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang 

mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Berdirinya BMI digagas oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) 

serta dukungan pemerintah dan beberapa pengusaha muslim.6 Gagasan 

mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia bermula dari 

dikeluarkanya kebijakan perbankan pada Oktober 1988 dikenal dengan 

pakto 88, yang memberikan kebebasan dalam mendirikan bank, dari 

kebijakan tersebut banyak bank baru yang berdiri, namun kebanyakan milik 

China dan non-muslim, sedangkan dana yang terhimpun dari umat muslim, 

disinilah permasalahan mengenai status bunga bank yang dianggap sama 

dengan riba.7 

MUI membahas maslah tersebut dalam sebuah pertemuan yang 

membahas tentang bunga bank dan perbankan pada tanggal 19 Agustus 

1990, yang dihadiri oleh cendikiawan-cendikiawan dan pejabat-pejabat 

daerah. Gagasan tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam MUNAS VI 

MUI pada tanggal 22 Agustus 1990. Dari keputusan lokakarya dan amanah 

MUNAS inilah MUI meminta untuk mendirikan bank tanpa bunga.8 Semula 

pendirian bank berdasarkan prinsip syariah ini tidak disetujui karena 

berdasarkan pada UU tidak menenal sistem bagi hasil. Karena mendapat 

persetujuan dari Presiden Soeharto maka, pendirian BMI diperbolehkan. 

 
6 Zainulbahar Noor, Bank Muamalat Sebuah Mimpi Harapan dan Kenyataan Fenomena 
Kebangkitan Ekonomi Islam, (Jakarta: Bening Publishing, 2006), 36. 
7 Panitia 70 tahun M Amin Aziz, Kegigihan Sang perintis, (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 13 
8 Ibid., 16 
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Bahkan dalam pengumpulan modal setor awal BMI Presiden Soeharto ikut 

andil didalamnya. 

Setelah acara silaturahmi bersama Presiden Soeharto di Istana Bogor 

dan penandatanganan akte pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 

1991 terakumulasi modal setor awal secara keseluruan mencapai total 

sebesar Rp 100 miliar. BMI mulai beroperasi pada tahun 1992.9 Waktu awal 

pengoperasianya masyarakat berfikir bahwa yangdimaksud dengan Bank 

Muamalat seperti kebanyakan bank lainnya, yang menggunakan sistem 

bunga. Masyarakat kurang mengerti didalam aktivitas pelaksanaan lembaga 

keuangan bank terdapat aturan yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. 

hal ini terjadi karena bank konvensional di Indonesia telah lama beroperasi 

sejak zaman penjajahan Belanda, sehingga penerapan sistem bunga sudah 

merasuk di kehidupan ekonomi serta pelaku ekonomi. 

BMI muncul karena perkembangan aktivitas perekonomian 

masyarakat yang membutuhkan lembaga bertugas untuk mengelola uang 

berdasarkan dengan syariah Islam. BMI sebagai lembaga keuangan tanpa 

riba juga memberikan jasa-jasa pembiayaan seperti halnya bank 

konvensional yaitu: jasa jaminan bank, kirim uang, pembukaan surat kredit, 

dan lainya. Pembiayaan dan jasa yang diberikan oleh BMI lebih beraneka 

ragam disbanding dengan bank konvensional.10 dengan kata lain Bank 

Muamalat bukan saja memberikan pembiayaan dan jasa seperti bank 

 
9 Antonio, Bank Syariah dari teori., 25. 
10 Jundiani, pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, 
2009), 30. 
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konvensional, tetapi dapat memberikan pembiayaan dan jasa yang yang 

tidak dapat diberikan bank konvensional. karena pembiayaan dan jasa yang 

diberikan umumnya digunakan oleh lembaga keuangan nonbank. 

Perkembangan BMI sangat dipengaruhi dari besar kecilnya 

dukungan pemerintah, salah satunya lewat regulasi perbankan yang 

dikeluarkan. Pengembangan bank berdasarkan prinsip syariah sangat 

membutuhkan undang-undang khusus untuk menyediakan kebutuhan, 

mengingat sistem BMI berbeda dengan sistem bank konvensional. 

pemerintah mulai memberikan dukungan dengan dikeluarkanya UU No. 10 

Tahun 1998 tentang perbankan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 

tentang perbankan. Sebelum tahun 1998 pemerintah belum memberikan 

dukungan dalam mengembangkan bank berdasarkan prinsip syariah.11 

Bank memiliki peran penting dalam penunjang dan penggerak 

perekonomian dengan konsep distribusi dana. Distribusi pendapatan yang 

merata akan bermuara pada kesetaraan ekonomi yang artinya akan 

mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Permasalahan tersebut identik 

dengan ketidakdilan dan ketidakmerataan dalam distribusi dana, dengan 

memanfaatkan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah yang lebih 

adil dan transparan dalam memberikan pembiayaan akan menciptakan 

pemerataan distribusi pendapatan. Permasalahan kemiskinan dan 

kesenjangan masih menjadi perhatian diberbagai negara, termasuk 

Indonesia. kemiskinan merupakan kondisi dimana kurangnya kebutuhan 

 
11 Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan., 25. 
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dalam mencukupi kebutuhan dasar sebagai seorang manusia secara layak. 

Permasalah tersebut jika tidak segera diatasi dengan baik, bisa 

menimbulkan permasalahan yang baru seperti kesenjangan sosial yang 

merupakan kondisi dimana sebagian masyarakat hidup dalam bergelimang 

harta sedangkan sebagian yang lain hidup dalam kesusahan.12 

Keberhasilan dalam pendirian Bank Muamalat menjadi kebanggan 

tersendiri bagi umat muslim yang secara konstan dalam melakukan 

muamalah sesuai ajaran agama Islam. kehadiran sistem perbankan yang 

masih baru diuji ketangguahnya dengan krisis moneter yang terjadi pada 

tahun 1997. Bank Muamalat dapat lebih bertahan tanpa mendapatkan 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).13 Bank Muamalat Indonesia 

telah membukukan keuntungan relatif lebih baik dari rata-rata bank 

konvensional pada akhir masa lima tahun pertamanya pasca krisis tersebut. 

Namun dalam perkembanganya tentu mengalami berbagai macam kendala 

yang berkaitan dengan pelaksaaan sistem perbankan berdasarkan prinsip 

syariah.14 

Berangkat dari persoalan di atas, dalam penelitian ini akan 

difokuskan terhadap sejarah dan perkembangan serta peranan BMI sebagai 

lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah pertama di 

Indonesia. penelitian ini dimulai dari tahun 1991 hingga tahun 2002. 

 
12 Loekman Soetrisno, “Subtansi Masalah Kesenjangan dan Kemiskinan” ,Kemiskinan dan 
Kesenjangan di Indonesia, ed. (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), 17 
13 Noor, Bank Muamalat Sebuah Mimpi., 33. 
14 Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2005), 39 
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Pemilihan tahun 1991-2002 dipilih karena dalam kurun waktu tersebut 

merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi 

Bank Muamalat Indonesia dan pada periode ini industri keuangan Islam 

mulai muncul di Indonesia dengan laju perkembangan semakin 

menggembirakan. Periode ini dikenal sebagai periode kebangkitan lembaga 

keuangan syariah yang semakin beragam mulai dari perbankan, asuransi, 

sampai dengan pasar modal. Hal ini mengindikasikan industri keuangan 

Islam mulai terstruktur dengan berbagai macam produk perbankan yang 

bebas bunga. Kondisi ini menunjukan bahwa industri keuangan Islam 

semakin relevan dalam ekonomi modern.  

Oleh sebab itu, pada kesempataan kali ini peneliti akan 

memaparkan, menulis dan memberikan penjelasan terkait sejarah dan 

perkembangan serta peranan BMI dengan judul “Sejarah Perkembangan 

Bank Muamalat Indonesia Tahun 1991-2002”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI)? 

2. Bagaimana perkembangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dari tahun 

1991 hingga tahun 2002? 

3. Bagaimana peran dan hambatan-hambatan yang telah dialami Bank 

Muamalat Indonesia (BMI)? 
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C. Tujuan 

Adapun penulisan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia  

2. Untuk mengetahui perkembangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dari 

tahun 1992 hingga tahun 2002? 

3. Untuk mengetahui peran dan hambatan-hambatan yang dialami Bank 

Muamalat (BMI) 

D. Kegunaan Penelitian  

Dari penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:  

1. Secara akademis:  

a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

menambah khazanah keilmuan Islam khususnya dibidang sejarah 

dan ekonomi Islam 

b. Sebagai sumber rujukan dan kajian dalam bidang sejarah dan 

ekonomi islam khususnya dalam dunia industri keuangan di 

Indonesia.  

c. Dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan teoritis guna 

kepentingan penulisan karya ilmiah 

2. Secara Praktis 

a. Bagi masyarakat 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan mengenai sejarah BMI, khusunya bagi masyarakat 

yang belum mengenal perbankan berdasarkan prinsip syariah. 

b. Bagi penulis  

Penulis mengharapkan dari penelitian dapat menjadi bahan bacaan 

yang bermanfaat bagi pembaca 

E. Pendekatan dan Kerangka Teori  

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan historis 

prespektif singkronis-diakronis dengan proses mengkaji dan penelaahan 

sumber-sumber yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, serta 

memuat informasi-informasi masa lampau yang berasal dari sumber-

sumber pendukung dan dilakukan secara sistematis. Pendekatan historis 

diakronis digunakan untuk menjabarkan tahapan perkembangan BMI yang 

berlangsung sejak melaksanakan kegiatan operasional pada tahun 1992-

2002. Sedangkan pendekatan historis singkronis digunakan untuk 

menjelaskan peristiwa sejarah dan hambatan yang hadapi Bank Muamalat 

Indonesia dalam rentang waktu tersebut. 

Dalam filsafat sejarah, teori merupakan suatu pemikiran filsafat 

mengenai sifat gerak sejarah. Ada beberapa teori gerak sejarah, diantaranya 

yaitu: teori siklus, teori gerak spiral, dan teori gerak linear. Teori siklus 

adalah teori yang mengatakan bahwa setiap peradaban besar mengalami 

kelahiran, perkembangan, dan kemunduran, proses tersebut terus berputar. 

Teori gerak spiral adalah teori yang mengatakan bahwa pengulangan 
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Kembali tetapi tidak mengulang Kembali ke titik pangkal melainkan ke titik 

yang lebih tinggi sehingga seluruhnya merupakan kemajuan. Teori gerak 

lenear adalah teori yang mengatakan bahwa sejarah menuju garis lurus tidak 

ada akhir.15 

Teori utama yang digunakan untuk menyesuaikan fakta-fakta yang 

berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teori Ibn Khaldun, 

Progresif-linear yang mengatakan bahwa seluruh peristiwa dalam sejarah 

kemanusiaan itu adalah suatu garis menarik dan meningkat kearah 

kemajuan dan kesempurnaan.16 Teori tersebut digunakan untuk 

menganalisis sejarah berdiri dan perkembangan Bank Muamalat Indonesia 

yang terjadi dari tahun 1991 hingga tahun 2002 yang mengalami kemajuan 

meskipun banyak hambatan yang telah dilalui. 

Penulis juga menggunakan teori peranan dalam penelitian ini, 

menurut Soerjono Soekanto Role Theory merupakan hubungan dari beberpa 

tingkah laku dengan suatu proses penyesuaian diri terhadap tindakan yang 

lebih banyak menunjukan suatu fungsi pada posisi tertentu. Jenis tingkah 

laku berbeda akan membuat peran yang berbeda sesuai dengan posisisnya. 

Dalam suatu isntitusi atau lembaga selalu berhubungan dengan konsep 

peran karena tugas dan fungsi dalam lembaga merupakan dua hal yang tidak 

 
15 M Dien Madjid, Johan Wahyudi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2014), 176-
181. 
16 Rustam E Tambaruka, Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek, 
(Jakarta: Pt Reineka Cipta, 1999), 60.  
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dapat dipisahkan dalam melaksanakan pekerjaan yang sesuai pada bidang 

tertentu.17 

Lembaga yang dimaksud seperti bank berdasarkan prinsip syariah 

yang memiliki tugas sebagai berikut: mendorong pemerataan melaluai 

memberdayakan ekonomi secara transparan denga memberikan keuntungan 

yang baik kepada nasabah dan investor. Sebagai penduduk yang mayoritas 

muslim dengan adanya Bank Muamalat yang menjadi roda penggerak 

perekonomian untuk meningkatkan pendapatan dengan peran sebagai 

perantara penghimpun dan penyalur dana. 

F. Penelitian Terdahulu 

 Penulis belum menemukan penelitian terdahulu berupa skripsi yang 

berkenaan dengan pembahasan tentang sejarah perkembangan Bank 

Muamalat, antara lain: 

1. Penelitian yang ditulis oleh Nur Azizah mahasiswa dari Fakultas 

Syariah dan Hukum jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri  

Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Ketentuan Pembiayaan Kredit Sindikasi di PT Bank 

Muamalat Indonesia Tbk” Skripsi ini menjelaskan PT Bank Muamalat 

Indonesia dalam melaksanakan pembiayaan kredit sindikasi dengan 

cara membentuk lead manager dengan ketentuan pembiayaan tersebut 

berbentuk lead syndication dengan begitu Bank Muamalat akan 

melakukan desain akad syirkah, setelah memperoleh mandate dari 

 
17 Soerjono Soekanto, Sosio;ogi Suatu Pengantar, (Jakarta, Rajawali Press, 2002), 221. 
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penerima kredit. Jadi jika cara dan proses Bank Muamalat dalam 

pembentukan pembiayaan kredit sudah memenuhi syarat dan rukun 

untuk melakukan syirkah, maka pembiayaan kredit sindikasi 

diperbolehkan.18 

2. Penelitian yang ditulis oleh Umdatul Qori’ah mahasiswa dari Fakultas 

Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Pada PT Bank 

Muamalat Indonesia Tbk. Tahun 1999-2004” menjelaskan tentang 

tingkat kesehatan Bank Muamalat yang berpredikat cukup sehat dengan 

rata-rata nilai kredit 78.1. Perkembangan selama enam tahun mengalami 

tingkat kesehatan meningkat sebesar 1% jadi dapat diprediksi tingkat 

Kesehatan mencapai 78,67 pada tahun 2005.19 

3. Penelitian yang ditulis oleh Yuma Bella Saiful Islam Al Farobi dari 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Suarabaya yang berjudul “Analisis Fatwa MUI No.04/DSN-

MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46PBI/2005 

Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Bil 

Wakalah di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya” 

menjelaskan tentang membeli barang dari supplier dari luar negeri 

dengan menggunakan akad mudharabah dan akad wakalah. Dalam 

 
18 Nur Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembiayaan Kredit Sindikasi di PT. 
Bank Muamalat Indonesia Tbk”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri sunan Ampel Fakultas 
Suariah, Surabaya, 2009), iv.  
19 Umdatul Qori’ah, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Pada PT. Bank Syariah Muamalat 

Indonsia Tbk Thaun 1999-2004”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas 
Syariah, Yogyakarta, 2005), ii. 
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rangka meningkatkan produksi baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Fatwa MUI dan peraturan Bank Indonesia menjelaskan 

bahwa secara prinsip bank yang telah mengkonfirmasi pembelian 

kepada supplier maka bank tersebut dikatakan sudah membeli barang.20 

Dari beberapa penelitian tersebut maka, jelas topik pembahasan 

dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Karena 

penelitian ini lebih terfokus kepada sejarah dan perkembangan Bank 

Muamalat Indonesia pada tahun 1991 hingga tahun 2002. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian diperlukan untuk menemukan jawaban dari 

rumusan permasalahan dan untuk mencapai penelitian yang objektif, maka 

peneliti menggunakan metode historis pada penelitian skripsi ini. Metode 

historis merupakan prosedur atau cara dalam menulusuri alur sejarah yang 

ditulis secara sistematis dan objektif dalam menguatkan data dan 

kesimpulan.21 Sehingga menghasilkan fakta yang terkait dengan sejarah 

perkembangan Bank Muamalat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang 

menghasilakn narasi berupa kata-kata tertulis dari lisan atau perilaku orang-

orang yang tengah diamati.22 

 
20 Yuma Bella Saiful Islam Al Farobi, “Analisis Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan 
Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah 
Bil Wakalah di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya”,(Skripsi Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, Surabaya, 2014), v. 
21 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Ombak, 2017), 9. 
22 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 
1999), 51. 
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Peneliti menggunakan tahapan metode penelitian sejarah dalam 

menuyun dan untuk mempermudah penulisan ini, penulis menggunakan 

empat metode yang akan dijelskan sebagai berikut: 

1. Heuristik 

Heuristik adalah proses menelusuri berbagai macam sumber dalam 

rangka mengumpulkan data atau fakta.23 Penelusuran sumber yang 

berkaitan dengan penelitian tersebut digunakan untuk memperoleh data dan 

materi sejarah sebagai penunjang penelitian.24 Menurut Kunto Wijoyo 

dalam bukunya yang berjudul pengantar ilmu sejarah mengatakan bahwa 

jenis sejarah yang akan ditulis harus sesuai dengan data atau sumber yang 

yang dikumpulkan. Oleh karena itu penlulis melakukan pencarian sumber 

tertulis atau lisan mengenai sejarah perkembangan Bank Muamalat. Dalam 

pencarian sumber, penelitia ini menggunakan sumber primer dan 

sekunder.25  

Sumber perimer dalam penelitian ini berupa dokumen dan karya 

tulis tokoh yang ikut terlibat dalam pendirian BMI. Adapun sumber primer 

tersebut sebagai berikut: 

a. Buku mengembangkan Bank Islam di Indonesia karangan M 

Amin Aziz 

b. Buku mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 2 

karangan M Amin Aziz 

 
23 Imam Bernardib, Arti dan Metode Sejarah Pendidikaan (Yogyakarta: FIP IKIP, 1982) 55. 
24 Dudung Abdurrahman, Metode Penulisan Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) 58. 
25 Hasan Usman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Direktor Jendral Kelembagaan Agama Islam, 
1998) 65. 
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c. Buku Kegigihan Sang Perintis karangan panitia 70 tahun M 

Amin Aziz 

d. Buku Bank Sebuah Mimpi, Harapan, dan Kenyataan fenomena 

Kebankitan Umat Islam karangan Zainulbahar Noor 

e. Buku Apa dan bagaimana Bank Islam karangan Karnaen 

Perwataatmadja dan Muahammad Syafii Antonio 

Sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku tentang sejarah, 

Bank Syariah, ekonomi Islam, internet, dan penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian. 

2. Kritik Sumber 

Dalam penulisan sejarah terdapat bagian yang sangat penting guna 

mendapatkan hasil yang akurat maka, diperlukan kritik sumber yang mana 

dari data yang terkumpul dalam tahap uji heuristik perlu diuji kebenaranya 

guna memperoleh keabsahan sumber. Sumber-sumber telah didapat harus 

dianalisis terlebih dahulu dengan pembacaan yang kritis kemudian di 

interpretasikan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui sumber tersebut 

apakah layak untuk dijadikan sebagai sebagai landasan dalam kritk sumber.  

Dalam hal ini penulis memisahkan dokumen dan buku karya tulis 

tokoh yang terlibat dalam pendirian BMI dengan buku-buku yang lain, hal 

ini dilakukan untuk memperoleh sumber yang dapat terverifikasi dengan 

autentik. Terdapat dua jenis kritik sumber dalam metodologi sejarah yakni 

kritik ekstern merupakan proses melihat keaslian suber sedangkan kririk 

intern merupakan proses melihat kelayakan dari sumber. 
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3. Interpretasi 

Sebuah upaya untuk menjelaskan faktor-faktor dari penyebab suatu 

peristiwa sejarah yang didapat dari data-data sejarah.26 Pada tahapan ini 

penulis menguraikan dan menafsirkan dari sumber yang telah diperoleh 

berupa fakta-fakta seperti: dokumen, literatur, dan wawancara agarsuatu 

peristiwa dapat direkonstruksi dengan baik. Penulis akan memaparkan 

fakta-fakta tentang sejarah perkembangan Bank Muamalat dari tahun 1991-

2002, yang dapat diketahui dari hasil penemuan dan pencarian sumber serta 

menyimpulkan data yang sudah terkumpul. 

4. Historiografi  

Tahapan trakhir dalam metode penelitian adalah historiografi. 

Dalam tahapan ini memaparkan hasil penelitian, sehingga menjadi 

rangkaian sejarah dari awal sampai akhir peristiwa sejarah berdasarkan 

sistematika penulisan agar mudah dipahami pembaca. 

H. Sistematika Pembahasan 

Pemaparan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bagian yang 

menjelaskan rangkai pembahasan dari bab 1 hingga bab 5. Peneliti 

menjabarkan kelima bab untuk mempermudah pemahaman dan penulisan. 

BAB I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan 

menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, penekatan dan kerangka teori, 

teori terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 
26 Dudung Abdurrahman, Metode Penulisan Sejarah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 65. 
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BAB II : memuat tetang sejarah Bank Muamalat Indoensia yang terdiri dari 

tigas sub bab yakni: pertama membahas tentang sejarah berdirinya 

BMI, kedua produk dan akad BMI, ketiga visi dan misi BMI. 

BAB III : memuat tentang perkembangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

pada tahun 1992 hingga tahun 2002. Pada bagian ini terbagi 

menjadi tiga sub bab yakni: pertama membehas tentanag 

perkembangan kebijakan, kedua perkembangan produk dan akad, 

ketiga perkembangan gedung dan kantor BMI. 

BAB IV : memuat tentang peran  dan hambatan-hambatan BMI. Pada 

bagian ini terdiri dari dua dua sub bab yakni: pertama, mengurangi 

kemiskinan dan kesenjangan sosial, dan kedua hambatan-

hambatan BMI. 

BAB V : penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Selain itu dalam bab 

ini disampaikan pula saran yang diberikan oleh penulis terkait 

penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II  

SEJARAH BANK MUAMALAT INDONESIA 

 

A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia 

1. Latar Belakang Berdirinya Bank Muamalat Indonesia 

Munculnya lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah 

di Indonesia berawal dari sebuah perdebatan yang belum ada 

kesepakan mengenai bunga yang diberikan oleh bank konvensional 

dikalangan umat Islam yang masih dipertanyakan, halal atau 

haramnya.27 Beberapa pendapat mengenai bunga bank yakni:  

Bunga haram hukumnya sebab sama dengan riba, pendapat lain 

mengatakan bunga halah hukumnya jika dalam keadaan darurat, 

bunga diperbolehkan apabila bunga yang diberikan wajar tidak 

menzalimi dan tidak berlipat ganda. Pendapat tersebut menurut 

ulama atau umat Islam yang putus asa akan kemungkinan dapat 

dioperasikannya bank berdasarkan prinsip syariah di Indoensia.28 

Permasalahan bunga sama dengan riba tidak dicantumkan 

secara jelas kata bunga dalam Al-Quran dan Hadis.29 Namun 

didalam Al-Quran, para mufasir mengatakan bahwa proses 

keharaman riba diisyaraktkan Allah secara bertahap. Dalam tahap 

pertama Allah menunjukkan bahawa riba bersifat negative yang 

 
27 Karim, Bank Islam Analisis, xxi. 
28 Karnaen Perwataatmadja, Hendri tanjung, BankSyariah Teori, Praktik, dan Perananya (Jakarta: 

Celestial Publishing, 2007), 5. 
29 Ibid., 5. 
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disampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 39. Tahap kedua Allah 

memberi isyarat kepada kalangan masyarakat tentang keharaman 

riba melalu kecaman terhadap praktik riba yang disampaikan dalam 

surat An-Nisa ayat 161. Tahap ketiga Allah mengaramkan riba 

dengan larangan yang tegas salah satu bentuk riba yaitu bersifat 

berlipat ganda  disampaikan dalam surat Ali-Imran ayat 130. Tahap 

terakhir Allah mengharamkan riba dalam bentuk apapun secara total 

yang disampaikan dalam surat Al-baqarah ayat 275, 276, dan 278 

yang menyatakan bahwa riba sangat berbeda dengan jual beli.30  

Majelis fatwa ormas di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama 

dan Muhammadiyah juga membahas masalah bunga. Lajnah Bahsul 

Masa’i NU lebih berhati-hati dalam berpendapat dengan 

memutuskan bunga bang adalah haram, meskipun ada perbedaan 

pandangan. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan 

bahwa bunga bank negara tergolong meragukan karena pada saat itu 

bunga bank pemerintah lebih rendah dibanding bank swasta.31 Bagi 

yang menganggap sistem bunga bank itu halal, maka bisa 

memanfaatkan jasa-jasa perbankan untuk meningkatkan usaha dan 

ekonominya. Sebaliknya bagi yang menganggap bunga bank itu 

haram harus dipikirkan solusi agar dana yang belum termanfaatkan 

dapat digunakan untuk pembangunan. 

 
30 M. Nur Rianto Al Arif, Lambaga Keuangan Syariah Suatau Kajian Teoritis Prakris (Bandung: CV 

PUSTAKA SETIA, 2017), 47 
31 Antonio, Bank Syariah dari Teori., 63. 
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Solusi yang dimaksud adalah perlu adanya sebuah lembaga 

keuangan yang menjalankan sistem operasinal tanpa bunga yakni 

dengan sistem bagi hasil. Bank tanpa bunga bukan berarti banktidak 

melakukan biaya dan mendapat keuntungan, karena sudah 

dibuktikan dibeberapa negara bahwa bank bisa beroperasi dengan 

keuntungan yang wajar.32 Praktik bunga dan bagi hasil keduanya 

memiliki perbedaan namun memberikan keuntungan yang sama 

bagi pemilik. Adapun perbedaan diantara keduanya akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 

Perbedaan bunga dan bagi hasil.33 

No. Bunga Bagi Hasil 

a. Besarnya bunga 

disepakati diawal saat 

akad berlangsung, 

dengan pedoman usaha 

tersebut selalu memiliki 

keuntungan 

Besarnya nisbah bagi hasil 

disepakati diawal saat akad 

berlangsung dengan pedoman 

bahwa usaha tersebut 

memungkinkan memiliki 

keuntungan maupun kerugian 

b. Besarnya bunga 

ditetapkan berdasarkan 

jumlah dana (hutang) 

yang dipinjam 

Besarnya nisbah bagi hasil yang 

ditetapkan berdasarkan jumlah 

keuntungan (laba) yang 

diperoleh dari usaha tersebut 

 
32 Panitia 70 tahun, Kegigihan Sang Perintis., 8. 
33 Al Arif, Lembaga Keungan Syariah., 71 
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c. Kondisi ekonomi 

menjadi penyebab naik 

turunya tingkat suku 

bunga bank 

Tidak ada penyebab naik 

turunya presentase bagi hasil 

selama akad berlangsung, 

kecuali terdapat perubahan yang 

telah disepakati bersama 

d. Bunga akan tetap 

jumahnya, meskipun 

dalam menjalankan 

usahan yang dijalankan 

mengalami keuntungan 

yang berlipat. 

Nisbah bagi hasil akan naik jika 

tingkat keuntungan usaha yang 

dijalankan naik. 

Beberpa kalangan menjadi pengingat ekonomi yang 

berdasarkan syariah mulai beruapa untuk mendirikan perbankan 

dengan sistem non ribawi di Indonesia, istilah ini lebih dikenal dan 

sosialisasikan kepada masyarakat.34 Penyebutan istilah bank syariah 

ini adalah kahs Indonesia yang berdasarkan pada konsep Bank 

Islam. penggunaan nama bank syariah erat kaitanya dengan tradisi 

menegakkan syariat yang sudah ada sebelum maupun sesudah 

berdirinya Negara Indonesia. Istilah bank syariah disebut bank Islam 

dinegara lain. 

Pada Oktober 1988 pemerintah mengeluaran kebijakan 

kebebasan terhadap kegiatan perbankan nasional, karena kondisi 

 
34 Karim, Bank Islam Analisis, xxii. 
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perkembangan ekonomi politik internasional sedang berubah. Paket 

kebijakan tersebut dikenal sebagi pakto 88 yang mendorong 

pendirian bank-bank baru. Maka pihak yang berkepentingan telah 

berupaya dalam mendirikan bank non ribawi. Namun dasar hukum 

dalam kegiatan operasionalnya belum ada dalam peraturan hukum 

perundang-undangan yang berlaku.35 Meskipun pelaksanaan 

kegiatan usaha berdasarkan bagi hasil mendapat kendala hukum, 

para praktisi dan akademisi ekonomi Islam tetap berusaha untuk 

mewujutkan lembaga keuagan berdasarkan prinsip syariah. 

Lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah muncul 

bukan sebagai pesaing bagi bank konvensional, tetapilebih sebagai 

pengisi kekosongan atau sebagai pelengkap lembaga keuangan yang 

diperlukan bagi pembangunan ekonomi.36 Keinginan kuat 

masyarakat untuk beraktifitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip 

syariah pada awalnya direspon dengan didirikanya Baitul Tamwil-

Salman yang berada di Bandung dan Koperasi Ridho gusti yang 

berada di Jakarta.37 Lembaga tersebut berkembang dengan baik 

walaupun masih dalam ruang lingkup yang masih terbatas oleh 

hukum. MUI menyelenggarakan lokakarya dengan tema bunga bank 

dan perbankan dalam rangka membahas permasalahan tersebut. 

 

 
35 Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan, 20. 
36 Aziz, Mengembangan Bank Islam Buku 2, 11. 
37 Antonio, Bank Syariah dari Teori, 21 
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2. Lokakarya Bunga Bank 

Majelis Ulama Indonesia berkepentingan dalam mendirikan 

bank berdasarkan prinsip syariah karena dalam perancangan 

pembentukan bank tersebut sesuai dengan misi Majelsi Ulama 

Indoesia. Agar masyarakat dapat menjalankan syariah Islamiyah 

dengan baik dan benar dalam bertransaksi.38 Usulam Majelis Ulama 

Indonesia dalam mewujutkan bank berdasarkan prinsip syariah 

dengan diselenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan yang 

dilaksanakan di Hotel Safari Garden, Cisaruan, Puncak, Jawa Barat 

pada 19-21 Agustus 1990. Para pesertanya adalah tokoh-tokoh 

ulama, cendikiawan, pakar-pakar, dan banker, serta pejabat 

pemerintah dan daerah seluruh Indonesia.39  

lokakarya ini tidak memberikan solusi mengenai pandangan 

halal atau haramnya status bunga bank, namun merekomendasikan 

pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam pertemuan 

tersebut semua peserta yang menghadiri sepakat untuk mendirikan 

bank tanpa bunga. Adapun susunan panitia dalam lokakarya adalah 

sebagai berikut: 

 

 
 

 
 

 
 

 
38 Ainul Yakin, Wawancara, Surabaya, 5 Februari 2020. 
39 Panitia 70 Tahun, Kegigihan Sang Perintis, 15. 
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Gambar 2. 1  

Susunan Panitia Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan Majelis 

Ulama Indonesia  
PANITIA PENGARAH. 40 
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40 Ibid., 10. 
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Sehubungan dengan hasil rekoemndari lokakarya tersebut 

dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) IV MUI pada 

22-25 Agustus 1990.41 Sebagai tindakanlanjut dari hasil MUNAS 

IV, terbentuk sebuah kelompok kerja (pokja) yang diberi nama 

panitia kecil penyiapan buku panduan bank bebas bunga yang 

terbentuk 7 September 1990, dan kemudian diikuti dengan 

pembentukan panitia persiapa dalam usaha berdirinya bank bebas 

bunga pada bulan januari 1991, yang dipimpin oleh ketua H.S. 

Projokusumo, wakil ketua Amin Aziz, dan sekertaris Hanifaj 

Husain, dengan anggota Zainulbahar Noor, Amir Rajab Batubara, 

karnaen Perwataatmadja dan sejumlah orang lainya. Kemudian tim 

tersebut akhirnya menjadi tim perbankan MUI yang secara intensif 

terus melakukan proses konsultasi dan pendekatan dengan cara lobi 

dan politik kepada pihak yang berkepentingan.  

Bersamaan dengan itu ICMI lahir pada 7 Desember 1990. 

Setelah berkonsultasi pada awal Juni 1991 dengan B.J. Habibie 

sebagai ketua umum ICMI memberikan arahan untuk membentuk 

dua tim yakni tim mobilisasi dana yang dipimpin oleh M. Amin Aziz 

dan tim penyiapan pendirian yang dipimpin oleh Rahmad Saleh.42 

Pak soeharto melaksanakan rapat pembentukan bank tanpa bunga 

 
41 Perwataatmadja, Antonio, Apa dan Bagaimana, 84 
42 Aziz, Mengembangkan Bank Islam Buku 2, 120. 
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dengan pak Habibie dan tim penyiapan pendirian bank, Ketika hal 

tersebut disampaikan pak soeharto menyambut dengan baik bahkan 

menyatakan kesediaanya untuk duduk sebagai pemrakarsa uatama 

pendirian bank berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. 

Perjuangan dalam mendirikan bank berdasarkan prinsip 

syariah bukan hal mudah, banyak kalangan cendikiawan dan pejabat 

yang masih meragukan konsep bank tanpa bunga. Penolakan 

tersebut tidak lantas melakukan aksi demonstrans atau aksi protes, 

melainkan dengan melakukan cara menemui dan memberikan 

penjelasan mengenai pentingnya pendirian bank berdasarkan prinsip 

syariah di Indonesia. Setelah mendapat persetujuan dan dukungan, 

hal selanjtnya yag dilakukan dalam mendirikan bank adalah mencari 

modal setor awal. 

3. Mencari Modal Setor Awal 

Mencari modal setor awal merupakan hal penting yang 

dilakukan selain melakukan pendekeatan dan konsolidasi. Sebelum 

menemui Pak Soeharto tim mobolisasi dana mengupayakan untuk 

mengumpulan modal terebih dahulu. Langkah tersebut dilakukan 

dalam meyakinkan pak soeharto untuk mengumpulkan modal yang 

lebih besar. Pertemuan penggalangan dana dilakukan di rumah Pak 

Ginanjar Kartasasmita yang dihadiri oleh pengusaha muslim  ada 

Probo, Ical, Arifin Panigoro, Ibrahim Risyat dan sebagainya. Pada 

pertemuan tersebut terkumpul Rp20 miliar, pada pertemuan kedua 
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terkumpul Rp40 miliar. Selanjutnya pak Ginanjar melapor kepada 

Pak Soeharto setelah modal seot awal terkumpul sebesar Rp40 

Milaar.  Karena dirasa modal setor awal tersebut masih kurang pak 

Soeharto ingin mengadakan pertemuan di Bogor.43 

Sebelum pertemuan di Bogor berlangsung, diadakan 

pertemuan di Hotel Sahid Jaya, pada tanggal 13 Oktober 1991 yang 

dihadiri oleh K.H Hasan Basri dan B.J Habiebie serta para 

pengusaha dalam rangka penawaran saham bank. Dalam penawaran 

tersebut untuk meyakinkan dan menarik para pengusaha, dibuatlah 

serangkaian acara dengan pidato yang pertama disampaikan oleh 

K.H Hasan Basri, kedua B.J Habiebie, ketiga Rahmad Saleh dan 

dimoderatori oleh M Amin Aziz. Setelah pidato selesai, puluhan 

yang hadir dalam pertemuan tersebut mengisi daftar komitmen 

menjadi pemegang saham bank dalam jumlah yang bervariasi. Dana 

yang terkumpul sebesar  Rp 62 milyar setelah digabung dengan 

pengumpulan dana yang pertama.44 

Dua munggu setelah pertemuan di Hotel Sahid Jaya, modal 

setor awal bertambah lagi menjadi Rp 84 milyar. Modal setor awal 

dirasa cukup dalam mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah, 

maka tim penyiapan pendirian bank menyiapkan akte pendirian.45 

Berlangsunga pada 1 November 1991 dengan nama PT. Bank 

 
43 Panitia 70 Tahun, Kegigihan Sang Perintis, 27. 
44 Ibid., 31. 
45 Aziz, Mengembangkan Bank Islam Buku 2, 121. 
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Muamalat Indonesia, aktenotaris Yudi Paripurnomo SH, Izin Mentri 

Kehakiman No. C2.2413.HT.01.01.46 Penandatangan akte bank 

bertempat di Hotel Sahid Jaya sama dengan tempat penawaran 

saham, hanya ruang yang dipakai berbeda dengan pertemuan 

sebelumnya yang bertempat di Ruang Puri Putri sedangkan 

penandatanganan di Ruang Candi Prambanan.47   

Pemilihan nama Bank Muamalat Indonesia mempunya kisah 

tersendiri dibaliknya. Pada awalnya tidak ada yang berani 

mengatakan Bank Islam. karena penggunaan kata Islam dikaitkan 

dengan gerakanpendirian negara Islam atau perwujudan Piagam 

Jakarta yang pada masa itu masih dijauhi atau ditakuti oleh 

pemerintah Orde Baru. oleh karena itu ada yang mengusulkan nama 

Bank Tanpa Bunga dan Bank Islam Indonesia, nama tersebut ditolak 

karena menonjolkan Islam. Ada juga yang mengusulkan Bank Amal 

Islam Indonesia yang ditolak juga dengan alasan masyarakat akan 

menganggap sebagai lembaga sosial. Setelah A. M. Saefuddin dan 

M amin Aziz berdiskusi panjang lebar, sampailah pada nama Bank 

Muamalat Islam Indonesia. Nama tersebut telah disetujui oleh 

Mentri Kehakiman terkait dengan akte pendirian bank, tetapi Pak 

Presiden Soeharto menghapus kata Islam dengan alasan Muamalat 

 
46 Perwataatmajda antonio., 54. 
47 Noor, Bank Muamalat Sebuah Mimpi, 293. 
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sudah menunjukkan Islam. sehingga namanya menjadi Bank 

Muamalat Indonesia.48 

Setelah akte pendirian bank selesai di tanda tangani, maka 

diadakan acara pertemuan di Istanama Bogor pada 3 November 

1991 bersama dengan Pak Presiden Soeharto, Gubernur Jabar Yogie 

S. Memet, para pengusaha dari Jakarta, dan masyarakat Jawa Barat 

dalam rangka penggalangan saham Bank Muamalat Indonesia. Dana 

bertambah menjadi Rp 100 milyar dari modal ditempatkan Rp 500 

milyar 49 Dalam acara tersebut disampaikan penjelasan beberapa hal 

yakni: bahwa Bank Muamalat Bukan bank sosial atau lembaga 

sosial, melainkan bank komersial yang mendasarkan dirinya pada 

pengembangan bisnis secara profesional dan penjelasan mengenai 

akad dan produk yang dimiki Bank Muamalat dalam memberikan 

jasa-jasa perbankan. 

4. Persiapan Pengoperasian Bank Muamalat Indonesia 

Berakhirnya acara silaturrahmi di Istana Bogor menjadi 

tanda dimulainya sebuah pekerjaan besar dan berbagai proses untuk 

mengoperasionalkan bank. Dimulai dari proses pembuatan akte 

pendirian, rekrutmen staf dan pelatihan, serta pembentukan 

menejemen. Persiapan besar lainya adalah kantor dengan segenap 

perangkat perbankanya (bank premises). Peserta kelas executive 

 
48 Panitia 70 Tahun, Kegigihan Sang Perintis, 21. 
49 Ibid., 31 
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training hanya diambil 30 peserta trainees yang dikuti lebih dari 100 

orang pelamar yang diseleksi secara ketat, dalam seleksi tersebut 

meliputi interview dan psikotest.50 Seleksi tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan orang-orang terbaikserta untuk menunjukkan kesiapan 

panitia, bahwa pekerjaan ini bukan main-main. Adapun struktur 

kepengurusan Bank Muamalat yang pertama adalah sebagai berikut: 

Gambar 2. 2 
Struktur Kepengurusan Bank Muamalat Pada Tahun 1992/1993.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada waktu itu memilih calon Direksi Bank Muamalat 

tidaklah mudah, karena belum ada yang berpengalaman dalam 

memimpin bank dengan prinsip syariah yang berbeda dengan bank-

bank lain. Sebagai bank baru, Bank Muamalat sangat 

memperhatikan kesejahteraan para karyawaan, terlebih lagi dengan 

gaji yang harus sesuai dalam memberi imbalan jika tidak 

kemungkinan kan terjadi korupsi. Sistem operasional Bank 

 
50 Noor, Bank Muamalat Sebuah Mimpi, 570. 
51 Panitia 70 Tahun, Kegigihan Sang Perintis, 39. 
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Muamalat diambil dari buku panduan Accounting and Procedure (A 

and P) Citibank N. A. sedangkan untuk pengoperasian produk dan 

akad diambil dari bank Islam Malaysia Berhad.52 Hal tersebut 

dilakukan karena literatur dan SDM di Indonesia masih sangat 

terbatas mengenai ekonomi Islam. 

Persispan dalam pengoperasionalan bank trus dilakukan, 

diikuti dengan keluarnya surat keputusan izin Menteri keuangan RI 

No.-1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, izin usaha 

Menku RI No. 430/KMK :  013/1992 tanggal 24 April 1992. Dengan 

dikeluarkanya surat izin tersebut dewan komisaris menetapkan pada 

1 Mei 1992 sebagai tanggal soft opening Bank Muamalat yang 

dilaksanakan di Gedung Arthaloka, Jl Jendral Sudirman Kav. 2 

Jakarta sebagai kantor pusat. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh 

Menteri keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.53 

5. Penyiapan Logo Bank Muamalat Indonesia 

Hal lain yang harus diseleikan adalah logo Bank Muamalat 

yang memerlukan kerja keras dan perhatian tersediri dalam 

pembuatannya. DR. Quraish Shihab mengusulkan logo Bank 

Muamalat bertuliskan DIN dalam Bahasa Arab.54 Makna kata DIN 

memiliki banyak uraian jika dihubungkan dengana pengoperasian 

sebuah bank, bisa berari hutang-piutang atau agama. Usulan tersebut 

 
52 Noor, Bank Muamalat Sebuah Mimpi, 570. 
53 Perwataatmadja, Antonio, Apa dan Bagaimana, 85. 
54 Noor, Bank Muamalat Sebuah Mimpi, 330. 
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pada akhirnya dijadikan logo Bank Muamalat. Adapun logo tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 : Logo Pertama Bank Muamalat Indonesia.55 

Pada logo Bank Muamalat terdapat terdapat tiga huruf Arab 

yaitu huruf Daal, Yaa’ dan Nuun. Rangkaian ketiga huruf tersebut 

terbentuk beberapa kata yang mengarah pada makna sebagai 

berikut: manajement, berkhidmat, berbuat baik, kemenangan, dan 

tempat peradaban.56 Makna tersebut mencerminkan cara kerja dan 

tujuan Bank Muamalat yakni dengan menejement rapi yang 

dilakukan untuk berkhidmat dan berbuat baik kepada nasabah. Bank 

 
55 Ismet, “Logo Lama Bank Muamalat”, dalam http://tutorial-sorong.blogspot.com/2012/08/logo-

lama-bank-muamalat.html?m=1. (8 Februari 2020) 
56 Noor, Bank Muamalat Sebuah Mimpi, 331. 

http://tutorial-sorong.blogspot.com/2012/08/logo-lama-bank-muamalat.html?m=1
http://tutorial-sorong.blogspot.com/2012/08/logo-lama-bank-muamalat.html?m=1
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ini akan mendapat kemenangan serta mengelola bumi dimana bank 

ini beroperasi menjadi tempat berperadaban. Adapun penjelasan 

makna dari logo Bank Muamalat secara rinci adalah sebagai berikut: 

a. Jika ketiga huruf tersebut dibaca DIN makan akan berarti 

agama dalam sabda Rasulullah SAW “Addin 

Almuamalat” artinya agama adalah muamalat. Selain itu 

kata DIN di artikan perhitungan yang teliti, ketaatan dan 

ganjaran, Logo tersebut menggambarkan nama bank 

sekaligus arti muamalat yang akan di wujutkan oleh bank 

ini dalam segala bentuk aktivitasnya merupakan 

hubungan timbal balik yang didasari oleh ajaran agama 

Islam dengan tujuan menciptakan hubungan yang 

harmonis. 

b. Jika huruf tersebut dibaca DA’IYN maka akan berati 

memberi atau menerima pinjaman. Arti tersebut 

merupakan salah satu usaha Bank Muaalat yang didasari 

oleh prinsip-prinsip Islam dengan memperkenalkan al-

qard al-hasan, artinya memberi pinjaman yang baik atau 

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (tanpa 

bunga) untuk membiayai usaha kecil yang tidak 

mempunyai modal. 

c. Fungsi dari titik-titik yang diletakkan pada huruf bukan 

sekedar hiasan belaka. Titik-titk tersebut menjelaskan 
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dari huruf dan bilangan tiga adalah angka kesempurnaan. 

Sehingga ketiga titik pada huruf-huruf yang dipilih di 

maksudkan sebagai lambing kejelasan yang sempurna 

dapat diperoleh dan diberikan oleh Bank Muamalat. 

d. Logo Bank Muamalat terdiri dari dua warna yakni warna 

hijau yang menyimbolkan kesuburan, perkembangan, 

dan pengembangan. Warna hijau juga menggambarkan 

nilai agama yang menjadi pedoman bagi pengelola bank. 

Sedangkan warna ungu menggambarkan sebagai 

identitas yang bermakna kmapanan dan kedewasaan.57 

B. Produk dan Akad Bank Muamalat Indonesia 

Dalam mengoperasionalkan kegiatan usahanya, Bank Muamalat 

Indonesia mempunyai konsep dasar yang ditawarkan pada produknya. 

Seperti dalam bentuk simpan (wadiah), bagi hasil (mudharabah), jual 

beli atau margin (murabahah), dan jasa atau fee seperti (wakalah, 

kafalah, hawalah, rahn, dan qard). Produk Bank Muamalat jika 

dikelompokkan sesuai dengan fungsinya akan terbagi menjadi tiga yaitu 

penghimpun dana, penyalur dana, dan jasa. 

1. Produk dibidang penghimpun dana kepada masyarakat 

a. Giro Wadiah 

Giro wadiah adalah bentuk akad yang memberikan 

kesempatan kepada nasabah yang kelebihan dana untuk 

 
57 Ibid., 332. 
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menyimpan dalam bentuk titipan, yang tidak diberikan bagi 

hasil dan dana yang disimpan oleh bank bisa diambil setiap 

saat oleh pemiliknya melalui transfer atau cek.58  

b. Deposito Investasi Mudharabah 

Deposito investasi mudharabah adalah bentuk akad 

simpanan yang mempunyai jumlah minimal tertentu, bagi 

hasilnya lebih tinggi dari tabungan dan dilaksanakan dalam 

jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Sehingga 

nasabah tidak dapat melakukan penarikan setiap saat, 

sebelum jatuh tempo.59  

c. Tabungan Mudharabah 

Tabungan mudharabah adalah bentuk akad simpanan yang 

memberikan bagi hasil sedikit bagi penabung. Tetapi 

nasabah yang dapat mengambil dana sewaktu-waktu apabila 

membutuhkan.60 

d. Tabungan Haji Mudharabah 

Tabungan haji mudharabah adalah bentuk akad simpanan 

pihak ketiga dengan memperoleh bagi hasil yang 

penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan 

meenunaikan ibadah haji, atau pada konsidi-kondisi tertentu 

sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah.61 

 
58 Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, 135. 
59 Ibid., 134. 
60 Noor, Bank Muamalat Sebuah Mimpi, 316. 
61 Perwataatmadja, Antonio, Apa dan Bagaimana, 88. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

e. Tabungan Qurban 

Tabungan qurban adalah bentuk akad simpanan yang 

memperoleh imbalan bagi hasil dengan menghimpun dana 

untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakkan pada saat 

nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas 

kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.62 

2. Produk dibidang penyalur dana kepada masyarakat 

a. Pembiayaan Mudharabah 

Pembiyaan mudharabah adalah bentuk akad perjanjian 

pembiayaan dengan kesepakatan bersama, dimana bank 

menyediakan pembiayaan modal kerja, sedangakan nasabah 

menyediakan usaha dan managemennya dengan hasil 

keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.63 

b. Pembiayaan Bai’u Bithaman Ajil 

Pembiayaan bai’u bithaman ajil adalah bentuk akad 

pembiayaam dimana bank menyediakan dana invenstasi atau 

menyediakan dana pembelian barang kepada nasabah 

dengan sistem pembayaran berangsur dalam jangka waktu 

sesuai dengan kesepakatan. Bank mendapat keuntungan dari 

harga barang atau harga pokok ditambah dengan margin 

keuntungan.64 

 
62 Ibid., 89. 
63 Noor, Bank Muamalat Sebuah Mimpi, 317. 
64 Ibid., 318. 
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c. Pembiayaan Musyarakah 

Pembiyaan musyarakah adalah bentuk akad dimana pihak 

bank dapat dilibatkan dalam proses menajemen usaha dan 

pembiayaan seluruh modal usaha, sebagian diserakan pihak 

bank, sedangkan sebagiannya lagi disediakan oleh nasabah, 

dengan pembagian euntungan berdasarkan perjanjian sesuai 

proporsinya.65 

d. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah adalah bentuk akad yang 

menggunakan prinsip sama seperti pembiayaan bai’u 

bithaman ajil yaitu kesepakatan antara bank sebagai pemberi 

modal dan nasabah sebagai peminjam yang membedakan 

pada proses pengembalian pinjaman tidak diangsur tetapi 

dibayarkan pada saat jatuh tempo.66 

e. Pembiayaan Al-Qardhul Hasan  

Pembiayaan al-qardul hasan adalah bentuk akad 

pembiayaan kebijakan yang memberi pinjaman lunak 

kepada pengusaha kecil dalam keadaan kesusahan atau 

mendesak mencari modal agar usahanya bangkit. Nasabah 

hanya dibebankan membayar pinjaman pokoknya saja.67 

 

 
65 Perwataatmadja, Antonio, Apa dan Bagaiaman, 90. 
66 Ibid., 90. 
67 Ibid., 90. 
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3. Produk Jasa  

Bank Muamalat dapat memberikan jasa-jasa yang ada pada 

setiap perbnkan normal pada umumnya, seperti jasa penerbitan 

I/C, jasa transfer, jasa inkaso, dan bank inkaso. Dalam 

menggunkan jasa-jasa tersebut tentu Bank Muamalat memungut 

imbalan sesuai dengan prinsip syariah seperti komisi, provisi, 

biaya-biaya administrasi dan lainnya.68 

C. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia 

Visi dan misi merupakan hal penting bagi sebuah lembaga untuk 

menjalankan seluruh kegiatannya. Karena visi dan misi menjadi pondasi 

dasar bagi lembaga dan setiap lembaga mempunyai visi dan misinya 

masing-masing sesuai dengan keinginan dan tujuan. Pada awal 

beroperasi Bank Muamalat Indonesia belum memiliki visi, tetapi sudah 

memiliki misi sebagai berikut: 

Misi Bank Muamalat pada tahun 1992. 69 

"Misi bank muamalat adalah untuk turut berperan serta menunjang 

pembangunan ekonomi bangsa indonesia, terutama melalui upaya 

peningkatan peran pengusaha muslim dalam perekonomian, dan 
memaksimalkan nilai ekonomi bank untuk para pemegang 

sahamnya, tanpa melupakan tanggung jawab sosialnya sesuai 
dengan ajaran islam. Bank muamalat juga bertekad untuk dapat 

menjadi katalisator dalam pengembangan lembaga-lembaga 

keuangan islam di indonesia. Untuk mencapai misinya bank 
muamalat bertekad untuk menyediakan layanan yang sebaik-

baiknya dan sesuai dengan peraturan pemerintan serta tujuan 
syariah. Hal ini didasarkan dengan mengidentifikasi kebutuhan 

nasabahnya dan menawarkan produk serta pelayanan yang beragam, 
dengan penekanan dan pada pembinaan usaha-usaha kecil dan 

 
68 Perwataatmadja, Antonio, Apa dan Bagaiaman, 90. 
69 Noor, Bank Muamalat Sebuah Mimpi, 577. 
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memengah dengan menggunakan teknologi mutakhir yang tepat 

guna dan memperluas jaringan kerja di dalam dan di luar negeri. 

Karyawan yang profesional dan memiliki rasa tanggung jawab yang 
tinggi pada ajaran islam, adalah sumberdaya yang paling bernilai, 

dan untuk itu bank muamalat memberikan kesempatan kepada 
mereka untuk beribadah dan mengembangkan karirnya." 

 
Bank Muamalat baru merumuskan visi dan misi secara jelas pada 

tahun 1997 yaitu: 

Visi dan Misi Bank Muamalat Pada Tahun 1997. 70 

Visi 

Menjadikan Bank Muamalat Sebagai bank kebanggaan umat, yaitu 

“sebagai salah satu bank terbaik dikelasnya”, antara lain dalam 

ukuran-ukuran berikut: 
1. Sehat, baik diukur dari segi hukum/ peraturan Bank Indonesia 

maupun diukur dari segi tuntunan syariah 
2. Profitable (memperoleh pencapaian laba yang wajar) 

3. Sahamnya diminati oleh masyarakat, terutama umat Islam 

4. Mempunyai jaringan kerja yang luas dengan kapasitas bisnis 
global 

5. Sebagai tempat yang subur bagi karyawan untuk beribadah dan 
pengembangan karir profesionalnya. 

Misi 

1. Turut berperan dan menunjang pembangunan ekonomi bangsa 

Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peran pengusaha 
muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai 

katalisator pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah 

di Indonesia. 
2. Memberikan laba (profit) yang wajar bagi para pemegang 

saham. 
3. Mengusahakan pertumbuhan pengusaha (corporate growth) 

yang optimal. 

4. Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat Islam 
(social contribution). 

5. Memelihara dan meningkatkan mutu kehidupan bekerja (quality 
of work life). 

 
 

 
70 Ibid., 578. 
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BAB III 

PERKEMBANGAN BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI) TAHUN 

1992-2002 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi masyarakat 

yang mayoritas beragama Islam. Umat islam sangat membutuhkan segala 

hal yang tergolong halal dan baik sesuai dengan ketentuan hukum syariah, 

baik dalam ibadah maupun dalam muamalah yang tentunya sangat butuh 

sistem ekonomi yang dapat menghindari dari keharaman riba. Dengan 

demikian umat islam Indonesia yang ingin menggunakan jasa perbankan 

tanpa mempersoalkan riba telah mendapat solusi dengan lahirnya Bank 

Muamalat Indonesia. Perkembangan Bank Muamalat menjadi patokan 

keberhasilan dari eksistensi ekonomi islam di Indonesia. Pelopor Bank 

Syariah petama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang dapat 

menerapkan sistem operasional perbankan sesuai dengan anjuran agama 

islam untuk tidak melaksanakan transaksi ribawi yang diganti menggunakan 

sistem bagi hasil. 

Bank Indonesia menunjuk Bank Muamalat sebagai Bank Devisa 

pada 27 Oktiber 1994. Pengakuan yang dibrikan oleh BI semakin 

memperkuat kedudukan BMI sebagai bank berdasarkan prinsip syariah di 

Indonesia yang terus dikembangkan dengan beraneka ragam produk 

maupun jasa yang dikeluarkan.71 Selain perbankan syariah, ada beberapa 

 
71 Basaria Niggolan, Perbankan Syariah di Idonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 91. 
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lembaga keuangan syariah yang lain mengalami perkembangan yakni 

reksadana, pasar modal, koperasi, asuransi, BMT, dan lembaga keuangan 

mikro lainnya. Pada tahun 1994 berdiri asuransi syariah yakni asuransi 

Takaful Keluarga. Pada waktu itu BMI menjadi satu-satuya bank 

berdasarkan prinip syariah di Indonesia dan lemabaga-lembaga keuangan 

mikro syariah yang berjumlah 78 BPRS.72 

Pada tahun 1997, PT Danareksa Invenstment Management 

menerbitkan pasar modal syariah. Bank umum syariah kedua berdiri pada 

tahun 1999 yaitu Bank Mandiri Syariah (BSM) yang beridiri karena imbas 

dari krisis. Upaya yangdilakukan untuk keuar dari permasalahan tersebut 

pemerintah melakukan tindakan dengan cara menggabungan beberpa bank 

yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bank 

Bapindo bergabung menjadi satu dengan nama PT Bank Mandiri. Sebagai 

tindak lanjut dari penggabungan tersebut PT Bank mandiri melakukan 

konsolidasi dan membentuk tim pengembangan bank syariah.73  

A. Perkembangan Ektern 

Bank Muamalat Indonesia tidak lepas dari tuntutan masyarakat yang 

menginginkan jasa pelayanan perbankan yang sesuai dengan prinsip 

syariah. Ketika permintaan terhadap BMI meningkat, maka pemerintah 

perlu mengambil langkah-langkah yang tepat agar praktik perbankan 

syariah berkembang dengan tepat.  Dengan alasan tersebut, pemerintah dan 

 
72 Darsono, Ali Sakti, dkk, Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indoensia (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, 2017),17. 
73 Ibid., 25. 
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berinisiatif merumuskan regulasi 

perbankan sebagai dasar acuan praktik perbankan syariah yang dimuat 

dalam sebuah undang-undang. Oleh karena itu, maka dibuatkan regulasi 

perbankan syariah dengan disahkannya Undang-undang No 7 tahun 1992 

tentang Perbankan dan kemudian diganti oleh Undang-undang No 10 tahun 

1998.74 

Secara hukum Bank Muamalat sudah diakui keberadaanya di 

Indonesia yang tercatat dalam perundang-undangan. Bank muamalat mulai 

menunjukkan eksistensinya dengan berkembang dari ibu kota sampai ke 

tingkat kabupaten diseluruh wilayah Indonesia. Bahkan sebagian dari bank 

konvensional dan BPR memulai membuka unit usaha syariah. Kareana 

dianggapnya bisnis syariah dapat memberikan peluang besar dalam 

kegiatan ekonomi. Pengakuan secara hukum dimaksud untuk memberikan 

peluang tumbuh dan berkembang dalam kegiatan usaha Bank Muamalat 

maupun memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk membuka 

unit usaha berbasis syariah.   

1. Perkembangan BMI pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992 

Perkembangan dalam bidang perbankan sangat pesat. Selain 

dapat memberikan dampak positif dengan misi utama dalam 

membantu masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana. 

Terdapat juga dampak negatif berupa timbulnya masalah baru. 

 
74 Darsono, Ali Sakti, dkk, Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta 
Tantangan Kedepan, (Depok: PT RajaGrafindo persada, 2017), 105. 
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Rancangan Undang-undang perbankan yang lama sudah tidak 

memungkinkan lagi untung mengatur masalah-masalah baru yang 

belum ada sebelumnya. Karena hal itu pada tanggal 25 Maret 1992 

mulailah dibuat peraturan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 

tentang Perbankan. 75 

Landasan hukum yang mangatur ketentuan sistem operasional 

perbankan syariah pada saat itu belum ada. Hal tersebut menjadi 

faktor utama mengapa perkembangan BMI berjalan sangat lambat. 

Setelah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 diberlakukan, 

pemerintah belum memberikan kebijakan khusus dan dukungan 

dalam mengembankan perbakan syariah. Undang-undang tersebut 

hanya memberikan penjelasan secara samar mengenai bank yang 

memberikan layanan kredit dengan imbalan dengam imbalan atau 

pembagian hasil.76 Penjelasan tersebut tercantum pada pasal 1 ayat 

(12) mengenai pengenrtian kredit adalah sebagai berikut: 

Penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang 
mewajibkan pihak untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau 
pembagian hasil keuntungan.77 
 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, Bank Muamalat 

Indonesia dikenal dengan istilah bank bagi hasil dengan penjelasan 

 
75 Ibid., 107. 
76 Darsono, Ali Sakti, dkk, Perbankan Syariah di Indonesia, 106. 
77 UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
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dan pelaksaannya tercantum pada Peraturan pemerintah No. 72 

Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.78 Adapaun 

penjelasan secara rinci mengenai PP tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 

adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang diguakan 
oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam: 

1) Menetapkan imbalan kepada yang akan diberikan kepada 
masyarakat sehubungan dengan 

penggunaan/pemanfaaatan dana masyarakat yang 

dipercayakan 
2) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubngan 

dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam 
bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi 

maupun modal kerja. 

3) Menetapkan imbalan kerja sehubungan dengan kegiatan 
usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan 

prinsip bagi hasil. 
b. Pengertian bagi hasil dalam penyediaan dana kepada 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan 
usaha jual beli.79 

Cakupan yang dimiliki Bank Muamalat tentu tidak sekedar 

sebagai bank bagi hasil. Namun penjelasan yang tercantum dalam 

PP tersebut belum meliputi secara tepat mengenai pengertian bagi 

hasil. 

Undang-undang tentang perbankan yang baru diberlakukan 

bukan berarti bank konvensional dan bank pengkreditan rakyat 

(BPR) dapat melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

bagi hasil. Menurut pasal 6 PP No. 72 tahun 1992, yakni tidak 

memperbolehkan bank konvensional dan BPR melakukan kegiatan 

 
78 Jundiani, pengaturan Hukum Perbankan, 29. 
79 UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
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operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil, sebaliknya bank 

dengan prinsip bagi hasil tidak diperbolehkan melakukan kegiatan 

operasinalnya secara konvensional.80 Sebenarnya pemerintah sudah 

mulai memperkenalkan sistem perbankan ganda yang 

memperbolehkan bank konvensional dan BPR melakukan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah. Namun pemerintah belum 

memberikan dukungan untuk mengembangkan perbankan syariah. 

Pihak yang terkait dengan kegiatan operasinal perbankan syariah 

mengupayakan sistem Bank Muamalat berjalan sesuai dengan UU 

dan PP yang berlaku. Walaupun berdasarkan peraturan hukum yang 

minimal, Bank Muamalat terbukti bisa bertahan terhadap krisis yang 

melanda Indonesia pada tahun 1997. 81 daya tahan tersebut 

membutikan bahwa bank dengan prinsip syaiah relatif dapat 

bertahan dan memiliki peforma lebih baik. Karena bank tersebut 

melarang kegiatan meliputi bunga dan transaksi bersifat untung-

untungan (spkulatif).82 Setelah terjadi krisis pemerintah 

berkomitmen untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah 

dengan diberlakukannya kebijakan yang baru. 

2. Perkembangan BMI pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 

Pemerintah menyadari adanya kekurangan dan kelemahan 

dalam rancangan undang-undang tentang perbankan yang 

 
80 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan kedudukanya Dalam Tata Hukum Perbankan 
Indonesia (Jakarta: PT Temprint, 1999), 123. 
81  Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3. 
82 Jundiani, Pengauran Hukum Perbankan, 29. 
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sebelumnya.  Pada undang-undang tersebut pengertian bank syariah 

hanya menjelaskan bank bagi hasil. Untuk itu pemerintah 

menyempurnakan kedalam kebijakan yang baru yakni UU No. 10 

Tahun 1998 tentang perbankan, yang diharapkan menyelesaikan 

permasalahan secara tepat terhadap praktek perbankan di 

Indonesia.83 Perubahan perundang-undangan tersebut memberikan 

landasan hukum perbankan syariah yang lebih jelas dan tegas 

terhadap pembiayaan yang dapat dilakuan oleh bank berdasarkan 

prinsip syariah dan BPRS. 

 Undang-undang ini memberlakukan sistem perbankan ganda 

atau dual banking system yang diatur dalam pasal 6 huruf (m) yang 

memberikan peluang bagi bank umum dan BPR untuk membuka 

kantor cabang khusus dalam menjalankan prinsip syariah dan 

memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin mendirikan bank 

syariah. Bank umum dan BPR yang menjalankan kegiatan usahanya 

dengan prinsip syariah tidak diperkenankan menjalankan kegiatan 

usahanya secara konvensional, atau menggunakan kedua prinsip 

tersebut dalam satu bank.84 Pengertian bank umum terdapat pada 

pasal 1 ayat 3 UU perbankan yang dijelaskan sebagai berikut: 

Bank umum adalah yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau brdasarkan prinsip syariah 

 
83 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2007), 172 
84 Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya, 125. 
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yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas 

pembayaran.85 

Bank konvensional dapat memilih dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya dengan berlakunya UU tersebut, yaitu berdasarkan prinsip 

syariah dan secara konvensional saja atau melaksanakan kedua 

prinsip tersebut yang tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Bank Indonesia bertugas dalam mengawasi dan mengatur bank 

umum syariah dan bank konvensional yang sesuai pasal 29 ayat (1) 

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dengan menentukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap perbankan. Bank Indonesia menetapkan 

peraturan dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang 

menyangkut pada aspek kegiatan usaha, kepengurusan, 

kelembagaan, kepemilikan, dan pelaporan serta aspek lain yang 

menyangkut pada sistem kegiatan operasional bank.86 

Pemerintah juga merubah peraturan bank sentral yang lama yaitu 

berlakunya UU No. 23 Tahun 1999, perubahan atas UU No. 13 

Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Perubahan tersebut 

memberikan wawanang dan tanggung jawab secara utuh kepada 

Bank Indonesia dalam melaksanakan pembinaan terhadap bank 

umum syariah dan BPRS. Berdasarkan kewenangan tersebut Bank 

Indonesia mengadakan berbagai instrument dan moneter dan pasar 

 
85 UU Nomor. 10. Tahun. 1998 Tentang Perbankan 
86 Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan, 50 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

modal berdasarkan prinsip syariah.87 Pemerintah memberikan 

amanah terhadap Bank Indonesia untuk mengembangkan lembaga 

keuangan syariah dengan Menyusun ketentuan sesuai dengan 

karakteristik bank syariah. 

B. Perkembangan Intern 

1. Perkembangan Bank Muamalat Indoensia 1992-2002 

a. Tahun 1992 

Sejak mulai beroperasi, Bank Muamalat secara aktif ikut dalam 

mempromosikan diri dan pengembangan industry perbankan dan 

bisnis keuangan syariah lain sepert: asuransi syariah pertama, BPRS 

termasuk dengan suntukan modal dan bantuan teknis, bisnis 

pegadaian syariah beraliansi dengan PT. Pegadaian (Persero), Dana 

Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK). 

b. Tahun 1993 

Terdaftar sebagai perusahaan publik walaupun tidak listing 

di bursa saham. 

c. Tahun 1994 

Pada bullan Oktober 1994, menerima izin sebagai Bank 

Devisa, hanya dua tahun setelah beroperasi. 

d. Tahun 1998 

 
87 Racnadui Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 
40.  
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Krisis finansial menghantap Indonesia dan berrdampak luas 

terhadap bisnis, termasuk sektor perbankan. Dikarenakan 

kondisi bisnis yang kurang kondusif, sejumlah bank di Indinesia 

bankrut. Bank Muamalat tetap mengalami imbas dari badai 

krisis yang menghantam dengan Non Performing Financing 

(NPF) mencapai 60%. Meskipun Bank muamalat terimbas oleh 

krisis bank ini dapat tetap selamat dan tidak memerlukan 

bantuan rekapitalisasi dari pemerintah. 

e. Tahun 2000 

Telah berhasil mengembalikan kerugian ffinansial pasca krisis 

pada tahun 1998 menjadi  keuntungan.88 

2. Perkembangan Permodalan  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 : Non Performing Financing (NPF).89 
 

 
88 Annual report laporan tahunan Bank Muamalat tahun 2009, 6. 
89 Annual report laporan tahunan Bank Muamalat tahun 2003 4. 
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Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang 

memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. 

Sektor perbankan nasional teergulung oleh kredit macet di segmen 

korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis yang 

menyebabkan rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. 

Perseroan mencatat rugi sebesar Rp105 miliar. Ekuitas mencapai titik 

terendah yaitu Rp39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. 

Dalam upaya memperkuat permodalan, Bank Muamalat mencari 

pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic 

Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. 

Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IBD secara resmi menjadi salah satu 

pemegang saham Bank Muamalat.90 Paada kurun waktu antara tahun 

1999-2002 merupakan masa-masa penuh tantangan sekaligus 

keberhasilan Bank Muamalat karena berhasil memutarbalikkan kondisi 

dar rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Bank 

Muamalat yang ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi 

pengembangan usaha yang tepat, serta pelaksanaan perbankan syariah 

secara murni. 

 
90 Ibid., 3. 
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Gambar 3. 2 : Laporan Tahunan Bank Muamalat tahun 1992-2006.91 

Kondisi permodalan pada masa sebelum adanya pesaing dilihat dari 

segirata-rata lebih baik, tapi jika diperhatikan kondisi tidak setabil, pada 

akhir tahun 1992, rasio antara modal dengan aktiva beresiko karena 

Cpital Adquacy Ratio (CAR) telah mencapai 143% jauh lebih tinggi di 

atas ketentuan Bank Indonesia. tingginya nilai nilai CAR disebabkan 

oleh dukungan modal yang sangat tinggi dari masyarakat. Namun dana 

tersebut belum dapat disalurkan melalui pembiayaan, karena Bank 

Muamalat belum cukup beranai mengambil resiko karena maih baru 

beroperasi. Pada tahun ke 3 tingkat CAR baru mulai mengalami 

kesetabilan. Hal ini menunjukkan Bank Muamalat telah mampu, terlihat 

di tahun berikutnya kondisi CAR semaki menurun dikarenakan semakin 

tingginya tingkat aktiva beresiko.  

 
91 Ratna Sahara, Nunung Nurul Hidayah, Analisis Perbandingan Kinerja Keungan Bank Muamalat 
Indonesia, “Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke XI”, (Pontianak, 2008), 10.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pada tahun 1998 CAR Bank Muamalat mengalami penurunan 

1,63% kali disbanding tahun 1997 yaitu 17,79%. Penurunan rasio ini 

diakibatkan oleh pembentukan PPAP (Penyihihan Penghapusan Aktiva 

Produktif) yang cukup besar pada akhir tahun 1998. Namun angka ini 

pun masih berada jauh di atas persyaratan minimal, yang pada tahun 

tersebut terjadi krisis moneter sehingga ketentuan CAR di ubah bank 

sentral dari 8% menjadi hanya 4%. Pemerntah dan bank sentral pada 

saat itu meluncurkan program rekapitulasi perbankan nasional. Bank 

Muamalat tidak mendapat program tersebut karena dianggap cukup 

sehat bahkan CAR Bank Muamalat melonjak lagi menjadi 15,29% di 

tahun 1999. Meskipun pada waktu itu sudah ada pesaing dilihat dari segi 

rata-rata jauh lebih kecil disbanding sebelum adanya pesaing, akan 

tetapi pada periode tersebut CAR Bank Muamalat lebih setabil. 

3. Perkembangan Produk dan Akad 

Bank Muamalat Indonesia pada awal pengoperasianya banyak 

mengadopsi produk dan akad serta pegawai dari Bank Islam Malaysia 

Berhad yang diperbantukan sebagai technical asistant. Hal ini terjadi 

mengingat pada waktu itu Bank Muamalat sebagai bank pertama yang 

menggunakan prinsip syariah di Indonesia yang segala sesuatu masih 

sangat terbatas.92 Setelah Bank Muamalat berjalan cukup lama produk 

dan akad mendapat kritik karena yang sering digunakan dalam 

praktiknya hanya pembiayaan bai’ bi tsaman ajil dan murabahah. Pada 

 
92 Darsono, Ali Sakti, dkk, Dinamika Produk dan Akad, 78. 
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tahun 1997 untuk mengembangkan produk baru, Bank Muamalat 

melakukan workshop intern dan mulai mempelajari praktik perbankan 

syariah dari Timur Tengah, bahkan beberapa pegawai dilatih di Bahrain, 

Abu Dhabi, Dubai dan negara Timur Tengah lainnya.93 

Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan operasinal 

dan pemasaran produk agar sesuai dengan hukum Islam harus memiliki 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana tercantum pada PP No. 

72 Tahun 1992.94 DPS dalam menjalankan tugas-tugasnya harus 

berkonsultasi dengan MUI. kedudukan DPS bersifat independent atau 

terpisah dalam struktur organisasi bank syariah, meskipun DPS 

dibentuk oleh bank syariah dan MUI. Oleh sebab itu DPS tidak dapat 

berbuat banyak, karena berada diluar struktur organisasi. 

Setelah perubahan undang-udangan perbankan barlaku, lembaga 

keuangan syariah berkembang dengan pesat. Untuk menampung 

keinginan umat dalam rangka penerapan sistem ekonomi Islam dan 

menanggapi permasalahan dibidang ekonomi maka, MUI mengadakan 

lokakarya ulama tentang reksadana syariah pada 29-30 Juli tahun 1997, 

yang merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang memberikan 

bimbingan, pedoman dan fatwa terkait dengan masalah lembaga 

 
93 Ibid., 68. 
94 Ja’far Baehaqi, Dinamika dan perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia 
(Semarang: Walisongo Press, 2016), 64. 
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keuangan syariah.95 Sebagai hasil dari rekomndasi tesebut pada 14 

Oktober tahun 1997 MUI melaksanakan rapat pembentukan DSN.96  

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) secara resmi berdiri pada 10 

Februari 1999 yang menjalankan fungsi MUI khusus dalam bidang 

ekonomi. Peran dari DSN-MUI adalah memiliki wewenang dalam 

menetapkan fatwa yang berhubungan dengan masalah ekonomi syariah, 

meliputi: produk, akad, dan jasa yang dijalankan bagi semua lembaga 

keuangan syariah.97  Menjadi suatu hal yang wajar jika MUI diberikan 

kewenangan dalam penetapan ekonomi syariah, karena MUI merupakan 

suatu lembaga yang berfungsi memberdayakan umat Islam. 

Pada periode mei 1992 samapi februari 1999 DPS BMI mempunyai 

dua tugas yaitu: pertama, mengesahkan dan mengeluarkan suatu produk. 

Kedua, mengawasi pelaksaan fatwa yang bertujuan agar BMI 

melaksanakan produknya tanpa menyimpang dari ketentuan yang telah 

ditetapkan. Setelah DSN-MUI terbentuk, tugas dari DPS BMI 

berkurang, yakni hanya sebatas mengontrol pelaksaan fatwa produk 

yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.98 Produk lembaga keuangan syariah 

menjadi semakin berkembang setelah berdirinya DSN sebagai lembaga 

yang meempunyai wewenang untuk mengeluarkan fatwa dalam hukum 

ekonomi Islam. Sejak saat itu muncul gagasan untuk mengembangkan 

 
95 Darsono, Ali Sakti, dkk, Dinamika Produk dan Akad, 78. 
96 DSN-MUI, “Sekilas tentang DSN-MUI”, dalam https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/ (6 Agustus 
2020). 
97 Ainul Yakin, wawancara, Surabaya, 5 Februari 2020. 
98 Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di Indonesia (Malang: UIN Malang 
Press, 2009), 174. 

https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/
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produk keuangan syariah yang khas Indonesia dengan memadukan 

berbagai pemikiran-pemikiran baru. Bank Muamalat juga ikut aktif 

dalam mengajukan baru perbankan syariah. 

Pada tahun 2000 lembaga keuangan syariah yang berdiri semakin 

banyak, hal ini berdampak pada dikeluarkanya berbagai macam produk 

keuangan syariah yang baru sesuai dengan permintaan masyarakat akan 

produk syariah. Beberpa produk mulai digunakan dan diterapkan yaitu 

produk pada sistem pembayaran seperti pasar uang antar bank syariah 

(PUAS), pada produk penyalur dana seperti mudharabah, istishna’, 

musyarakah dan produk pembiayaan yang berbasis akad bai’ as-

salam.99  

Pada tahun 2001 produk penyaluran dana dengan akad ijarah dan 

qardh mulai diterapkan. Pada tahun 2002 variasi produk penyaluran 

dana bertambah yaitu produk ijarah muntahiya bi tamlik dan 

pembiayaan pengangsuran haji. Selain produk penyaluran dana produk 

penyediaan jasa keuangan lain mulai digunakan yakni produk save 

deposit box, letter of credit (L/C), dan gadai. Variasi produk sistem 

pembayaran bertambah yaitu jual beli mata uang (sharf).100 

Perkembangan produk dari tahun 1992 hingga 2002 bisa diliat dalam 

table sebagai berikut: 

 

 
99 Darsono, Ali Sakti Dkk, Dinamika produk dan akad, 79. 
100 100 Darsono, Ali Sakti Dkk, Dinamika produk dan akad, 80. 
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Tabel 3. 1 

Perkembangan produk Bank Muamalat Indonesia.101 
Tahun 1992 1994 1997 2000 2001 2002 

Penghimpunan 

Dana 

Giro, Tabungan, dan Deposito 

Penyaluran 

Dana 

Mudharabah 

   Salam, Istishna’, Mudharabah 

dan Musyarakah 

 Qardh dan Ijarah 

 Ijarah IMBT 

Pembiayaan 

pengurusan haji 

Surat 

Berharga 

   Setifikat Wadiah Bank 

Indonesia (SWBI) 

Sertifikat Investasi Mudharabah 

Antar Bank (IMA) 

  Sukuk 

Penyediaan 

Jasa 

     Letter Of Credit 

(L/C) 

Save deposit box 

Gadai  

Sistem 

Pembayaran 

   Pasar Uang Antar Bank Syariah 

(PUAS) 

  Jual Beli Mata 

Uang (Sharf) 

Lain-lain  Asuransi Syariah 

 Reksadana Syariah 

Produk dan akad menjadi bagian yang penting dalam pengembangan 

Bank Muamalat maupun lembaga keuangan syariah lainya. Produk dan 

akad merupakan gambaran unik yang membedakan lembaga keuangan 

syariah dengan lembaga keuangan konvensional, sekaligus sebagai 

elemen yang menjadi penentu dalam tingkat penerimaan kepada 

masyarakat sebagai pengguna jasa.102 Oleh sebab itu produk dan akad 

yang diutamakan pengembanganya adalah produk yang memiliki 

pengaruh kuat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

stabil. Namun perlu diingat bahwa Bank Muamalat dan lembaga 

 
101 Ibid., 30. 
102 Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan, 35. 
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keuangan syariah yang lain di Indonesia masih relatif baru, sehingga 

masih memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur dan jangkauan 

yang masih terbatas, dengan demikian perkembangan produk dan akad 

harus di imbangi dengan pengembangan infastruktur agar produk dan 

akad dapat diterima oleh masyarakat. 

C. Perkembangan Gedung dan Jaringan Kantor 

Perkembangan lembaga keungan syariah di Indonesia semakin 

menunjukkan kamajuan, hal ini terlihat dengan dengan bertambahnya 

jumlah jaringan kantor Bank Muamalat dan bank umum syariah yang lain 

dengan cepat. Sebelumnya perkembangan jaringan kantor Bank Muamalat 

rata-rata setiap tahun hanya satu dan pada awal berdiri hanya memiliki satu 

kantor utama yang bertempat di Jakarta Jl. Jendral, Sudirman, Gedung 

Arthaloka. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membuka pangsa pasar 

yang baru dan meingkatkan jangkauan pelayanan adalah dengan cara 

melakukan perluasan jaringan kantor keberbagai wilayah di Indonesia.103 

jangkauan jaringan kantor yang luas akan mendorong pembaruan produk 

dan jasa, meningkatkan kegiatan usaha, dan meningkatkan persaingan 

kearah kualitas pelayanan. Adapun persebaran jaringan kantor Bank 

Muamalat di seluruh Indonesia pada tahun 2003 adalah sebagai berikut: 

 
103 Noor, Bank Muamalat Sebuah Mimpi, 56. 
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Gambar 3. 3 : Jaringan kantor BMI seluruh Indnesia tahun 2003.104 

Pada tahun 1995 Bank Muamalat hanya memiliki 27 buah outlet.105 

Setelah krisis melanda pada tahun 1999, jaringan kantor mulai mengalami 

peningkatan menjadi 9 kantor cabang, 2 kantor cabang pembantu, dan 26 

kantor kas sehingga totalnya menjadi 37 outlet. Pada tahun 2002 jaringan 

kantor juga mengalami peningkatan yang ditandai peresmian 5 kantor 

cabang pembantu, 4 kantor cabang, 20 kantor kas, jadi total keseluruhan 

jaringan pelayanan 66 outlet yang tersebar di 18 Provinsi di Indonesia.106 

Perkembangan jumlah jaringan kantor yang mengalami peningkatan 

disebebkan oleh beberapa faktor yaitu: permintaan masyarakat yang tinggi 

terhadap produk dan jasa pelayanan perbankan syariah dan sudah 

memperoleh dukungan pemerintah, meskipun kebijakan yang mengatur 

tentang bank syariah belum ditungakan dalam kerangka hukum yang nyata. 

 

 
104 Annual report laporan tahunan Bank Muamalat tahun 2003, xv. 
105 Noor, Bank Muamalat Sebuah Mimpi, 56. 
106 Annual report laporan tahunan Bank Muamalat tahun 2003, 31 
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BAB IV 

PERAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN BANK MUAMALAT 

INDONESIA 

Berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia 

menyebabkan kebutuhan akan sebuah lembaga yang bertugas dalam 

mengelola uang. Lembaga keuangan secara umum terbagi menjadi dua 

yakni bank dan non-bank. Lembaga keuagan tersebut mempunyai peran 

penting dalam aktivitas perekonomian.107 Mengingat kegiatan utama dari 

lembaga keuangan sebagai media penunjang dalam kegiatan ekonomi dan 

penggerak perekonomian, terutama dalam sektor wirausaha ketersediaan 

modal sangat penting untuk mengembangkan usahanya, terlebih lagi usaha 

kecil yang seringkali terhambat dengan ketersediaan modal  

Kurannya modal yang memadai dapat menghambat perkembangan 

usaha yang tengah dijalankan. Modal usaha dapat bersumber dari pinjaman 

atau disediakan oleh pelaku usaha sendiri. Modal yang berasal dari 

pinjaman biasanya adalah modal tambahan setelah usaha berjalan, modal 

tambahan ini diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas. 

Modal usaha yang terpenuhi membuat para pelaku usaha dapat melakukan 

penganekaragaman produk usaha yang menjadi lebih bervariasi dan banyak 

pilihan.  

Disinilah peran perbankan yaitu sebagai mitra bagi pelaku usaha 

yang membutuhkan tambahan modal. Namun fungsi perbankan yang 

strategis tidak selalu selaras dengan ekspetasi bagi para pelaku usaha, 

 
107 Al Arif, Lembaga KeuanganSyariah, 80. 
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terutama usaha kecil. Sebagian kalangan menilai pada perbankan 

konvensional lebih merespon sektor usaha menengah keatas sementara 

sektor usaha menengah kebawah lebih dikesampingkan.108 Perlakuan ini 

membuat usaha-usaha kecil sulit untuk memperoleh modal tambahan untuk 

mengembangkan usahanya. Jika permasalahan ini tidak ada solusinya maka 

tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan semakin bertambah 

yang berdapak pada kesenjangan sosial. 

A. Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial 

Kemiskinan merupakan permasalahan yang belum tuntas diselesaikan 

terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. berbagai pendekatan, 

teori dan konsep diupayakan untuk mengurangi kemiskinan, karena begitu 

legkap permasalahan yang melatarbelakangi kemiskinan sehingga menjadi 

sulit untuk dihiangkan. Menurut Permanik dan Shirazi kemiskinan adalah 

suatu kondisi dimana seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak 

memiliki kecukupan sumber daya baik ditinjau dari segi sosial, ekonomi, 

psikologis, maupun dari sisi spiritual.109 Kemiskinan sulit dijelakan dalam 

penjelasan yang bersifat tunggal, karena permasalahan kemiskinan 

merupakan konsep multidimesi. Banyak para ahli dari berbagai disiplin 

ilmu mencoba menjelaskan tentang konsep kemiskinan, namun belum ada 

kesepakatan mengenai kemiskinan dalam satu definisi. 

 
108 Perwataatmadja, Tanjung, Bank Syariah Teori, 213. 
109 Irfan Syauqi Beik, Layli Dwi Arsyanti, Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta: Rajawali Perss, 
2017), 68. 
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Menurut Bambang Sudibyo kemiskinan adalah situasi terhadap 

kurangnya sumber-sumber materi yang berupa pakaian, rumah, makanan 

dan pendidikan.110 Penggunaan tolak ukur yang berbeda-beda dalam konsep 

kemiskinan menghasilkan definisi yang berbeda terhadap kategori siapa 

saja yang pantas disebut miskin. Terselpas dari perdebatan kemiskinan, agar 

konsep kemiskinan jelas dalam mendefinisikan kemiskinan harus ada 

standar untuk menentukan seseorang atau rumah tangga yang tergolong 

miskin dari pemenuhan kebutuhan hidup yang kurang memadai. Penentuan 

standar inilah yang menjadi tantangan karena kebutuhan merupakan suatu 

yang bersifat subjektif. 

Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia dalam menentukan tingkat 

kemiskinan menggunakan acuan kemampuan untuk memrnuhan kebutuhan 

dasar, dengan pendekatan ini ketidak mampuan dari segi ekonomi dalam 

memenuhi kebutuhan dasar dipandang sebagai seorang atau rumah tangga 

miskin.111 Dalam al-Quran menjelaskan seseorang yang kurang atau tidak 

memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan dasar disebut miskin, namun 

tidak dijelaskan secara rinci tentang penentuan standar seseorang yang 

tergolong miskin atau tidak.112 Permasalahan kemiskinan tidak akan pernah 

lepas dalam kehidupan manusia, karena permasalahan tersebut selalau 

muncul dari generasi-kegenerasi. Hal tersebut juga dikarenakan takaran 

 
110 Bambang Sudibyo, “Substansi kemiskinan dan kesenjangan”, Kemiskinan dan Kesenjangan di 
Indonesia, ed. (Yogyakarta: Aditya Mediya, 1995), 11. 
111 Beik, Ekonomi Pembangunan Syariah., 69. 
112 Ananing Nur Wahyuli, “Pengentasan Kemiskinan Menurut Al-Qur’an”, (Skripsi, Universitas 
Islam Negeri (UIN) Sunan Ampem Surabaya, 2016), 18 
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rezeki setiap orang berbeda-beda yang sebagaimana telah dinyatakan dalam 

al-Quran surat al-Nahl ayat 71. 

زْقِ ۚ ُ فَضهلَ بعَْضُكُمْ عَلَى بعَْضٍ فِىى الر ِ ى رِزْقهِِمْ عَلَى    وَاللَّه لوُاْ بِرَآد ِ فمََا الهذينَ فُض ِ

مْ فِيْهِ سوََآءُ ۚ ( ۷۱أَفَبِنعِمَْةِ اللهِ يَجْحَدوُْنَ )  مَا مَلكََتْ أَيمَْانهُُمْ فهَُ  

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebagain kamu dari sebagian yang 
lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan 

(rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada 
budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama 

(merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari 

nikmat Allah?.”113 
 

Ayat tersebut menjelaskan dalam potongan kalimat pertama “dan Allah 

melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki” 

terjadinya perbedaan pendapatan yang menjadi penyebab kemiskinan dalam 

pandangan syariah sesungguhnya merupakan ketetapan Allah SWT. 

Keberadaan masyarakat yang memiliki pendapatan berbeda-beda 

sesungguhnya tidak bisa menolak. 

Dampak permasalahan kemiskinan dapat menimbulkan permasalahan-

permasalahan yang lain yakni kriminalitas, Kesehatan, peganguran dan lain-

lain. Berdasarkan penelusuran yang yelah dilakukan oleh berbagai pihak, 

banyak tindak kriminal yang terjadi dilatar belakangi oleh motif ekonomi.114 

Oleh sebab itu untuk mengurangi kemiskinan harus ada solusi secara tepat 

dalam menangani permasalahan tersebut. Jika permasalahan kemiskinan 

 
113 al-Qu’ran, 16 (an-Nahl): 71. 
114 Ananing Nur Wahyuli, “Pengentasan Kemiskinan Menurut Al-Qur’an”, (Skripsi, Universitas 
Islam Negeri (UIN) Sunan Ampem Surabaya, 2016), 23. 
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tidak ditangani secara tepat maka akan menimbulkan masalah baru yakni 

kesenjangan sosial. 

Menurut Bambang Sudibyo masalah kesenjangan mempunyai 

hubungan erat dengan masalah kemiskinan dan sosial. Hal ini karena 

permasalahan kesenjangan menyangkut kesejahteraan dan keadilan bagi 

masyarakat. Ukuran kesenjangan seseorang dinilai relatif, sedangkan 

kemiskinan dinilai absolut.115 Kesenjangan sosial juga didefinisikan sebagai 

permasalahan akses terhadap sumber daya ekonomi yang kuang merata. 

Kesenjangan adalah Salah satu permasalahan serius di Indonesia, karena 

kesenjangan yang terjadi tidak hanya tampak pada antar golongan 

pendapatan saja melainkan juga terjadi sesama pelaku ekonomi. Keadaan 

tersebut digambarkan oleh sebagian masyarakat hidup dengan bergelimang 

harta sedangkan sebagian lain hidup dengan serba kekuranga. Tingkat 

kesenjangan tinggi tidak berakibat pada ekonomi, tetapi juga pada kondisi 

pesikologi.116 

Terdapat tiga penyebab dari permasalahan kesenjangan yakni pertama 

kesenjangan natural yang terjadi akibat aspek alamiah seperti sumber daya 

alam dan sumber daya manusia. Kedau kesenjangan kultural yang terjadi 

akibat aspek budaya yang membuat proses pelestarian kemiskinan disuatu 

pihak dan percepatan kemakmuran dipihak yang lain seperti sistem kasta. 

Ketiga kesenjangan structural yang terjadi akbat aspek buatan manusia 

 
115 Bambang Sudibyo, “Substansi kemiskinan dan kesenjangan”, Kemiskinan dan Kesenjangan di 
Indonesia, ed. (Yogyakarta: Aditya Mediya, 1995), 11 
116 Mochamad Syawie, “Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial”, Informasi: Permasalahan dan 
Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol. 16 No. 03, (2011). 214. 
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seperti korupsi, kolusi, dann peraturan ekonomi yang tidak adil.117 

Penyebab terjadinya kesenjangan juga dikarenakan setiap manusia 

dilahirkan dalam keadaan yang berbeda dari sisi keterampilan, bakat, minat 

dan lain-lain. Perbedaan ini tentu membuat0 perbedaan dari segi peforma 

dan kinerja yang melahirkan berbagai jenis aktivitas kerja dan usaha. 

Permasalahan kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia bukan 

merupakan masalah baru. Pada tahun 1990 pemerintah membuat beberapa 

kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan 

sosial, seperti tabungan kerja sejahtera, kemitraan bersama antara usaha 

kecil, menengah dan besar, inpres desa tertinggal, serta kredit keluarga 

sejahtera.118 Keluarga miskin biasanya bertempat di desa terpencil, namun 

ada juga yang bertempat dikota dimana perbandingan mereka masih kurang 

jika dibandingan dengan yang di desa terpencil. Setelah pemerintah 

melaksanakan program untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan 

sosial, Indonesia berhasil melaksanakan adaptasi dan penyesuaian dalam 

upaya mengurangi jumlah penduduk miskin. berikut adalah jumlah 

penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1978-2002. 

 

 
117 Revrisond Baswir, “Peran Koperasi Dalam Mewujutkan Perekonomian yang Berkeadilan 
Sosial”, Economic Journal Of Emerging Markets, Vol. 2 No. 2, (1997), 178. 
118 Sutyastie Soemitro Remi, Prijono Tjiptoherijanto, Kemiskinan dan Ketidakmerataan di 
Indonesia (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), 19. 
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Tabel 4. 1 
Jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 1978-2002.119 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin 

Desa Kota Desa+Kota 

1978 38.90 8.30 47.20 

1980 32.80 9.50 42.30 

1981 31.30 9.30 40.60 

1984 25.70 9.30 35.00 

1987 20.30 9.70 30.00 

1990 17.80 9.40 27.20 

1993 17.20 8.70 25.90 

1996 15.30 7.20 22.50 

1996 24.59 9.42 34.01 

1998 31.90 17.60 49.50 

1999 32.33 15.64 47.97 

2000 26.43 12.31 38.74 

2001 29.27 8.60 37.87 

2002 25.08 13.32 38.89 

 

Dapat dilihat dalam tabel tersebut sebelum krisis ekonomi pada tahun 

1996 pemerintah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin. namun 

krisis melanda yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin bertambah 

pada tahun 1996.120 Kesuksesan program pemerintah dalam mengurangi 

kemiskinan dan kesenjangan sosial ditentukan dari sejauh mana keterlibatan 

 
119 Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Miskin, Presentase Penduduk Miskin, dan Garis 
Kemiskinan 1970-2017”, dalam https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-
penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html (17 Maret 

2020) 
120 Remi, Tjiptoherijanto, Kemiskinan dan Ketidakmerataa, 23. 

https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html
https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html
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secara aktif organisasi atau lembaga. Karena terlalu banyak campur tangan 

pemerintah akan menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap 

pemerintah, selain itu juga tidak akan menumbuhkan kemandirian 

masyarakat dalam kepentingan diri sendiri. Masyarakat harus memulai dari 

diri sendiri untuk merubah kehidupan setiap individu. Seperti yang telah 

dinyatakan pada al-Quran ar-ra’d ayat 11: 

 مٍ وْ قَ ا بِ مَ رُ ي ِ غْ  يُلَ  اللهَ  نه اِ   ۗاللهِ رِ مْ اَ  نْ مِ  هُنَ وْ ظُ فَ حْ يَ   هِ فِ لْ خَ  نْ مِ وَ  هِ يْ  دَ يَ  نِ يْن بَ م ِ  ت  بَ ق ِ عَ مُ  لَهُ

 نْ مِ  هِ نِ وْ دُ نْ مِ  مْ هُ ا لَ مَ وَ   ۚهُلَ  دهرَ  مَ لَ افَ ء  وْ سُ  ̃مٍ وْ قَ بِ  اللهُ  ادَ رَ اَ  آذَ اِوَ   ۗمْ هِ سِ فُ نْ  اَ ا بِ امَ وْ رُ ي ِ غَى يُته حَ 

(۱۱)الٍ وَ   

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 

merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 

Allah mengkehendaki keburukan pada suatu kaum maka tak 
ada yang dapat menpolaknya dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia”.121 

 
Banyak program dan sarana untuk mengurangi kemiskinan dan 

kesenjangan sosial yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Selain 

program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan Garis-Garis Besar 

Haluan Negara (GBHN) juga memberikan petunjuk dan arahan yang jelas 

mengenai rencana dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun yang 

kedua (PJP II) mendatang, yakni seiring dengan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia harus menekankan pembangunan ekonomi. 

disamping itu GBHN mengamanatkan dalam PJP II untuk memperhatikan 

 
121 Al-Qur’an, 13 (ar-ra’d): 11. 
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keadilan dan pemerataan ekonomi.122 kemiskinan dan kesenjangansosial 

adalah permasalahan keadilan yang berkaitan dengan ketidakmerataan 

ekonomi dan masalah sosial yang terjadi akibat pendistribusian dana yang 

tidak tepat. Hal ini terjadi karena seseorang atau lembaga keuangan 

menggunakan sistem bunga dalam simpan dan pinjaman dana. 

Praktik bunga yang dilakukan perorangan atau lembaga keuangan dalam 

meminjamkan uang atau menyimpan uang, biaanya akan memperoleh 

imbalan keuntungan atau bunga sedangkan peminjam harus 

mengembalikan pokok pinjaman beserta dengan bunganya. Hal ini 

menyebabkan diskriminasi penyaluran dana karena tidak semua orang 

mampu membayar bunga, yang memiliki akses ke bank dengan sistem 

bunga hanya mereka yang mampu membayar bunga.123 Sistem operasional 

bank konvensional banyak dikritik karena dirasa tidak adil dalam 

pembagian keuntungan, terutama dalam penyaluran dana berupa kredit. 

Karena pihak bank dengan sistem bunga akan selalu diuntungkan dari 

kredit. 

Bank pertama di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah adalah 

Bank Muamalat. Berbeda dengan bank konvensional bank berdasarkan 

prinsip syariah dirancang untuk menanggung resiko usaha bersama dan 

berbagi hasil usaha. Konsep ini digunakan bank dalam mendistribusikan 

dana yang dinilai lebih adil dan transparan dalam pembiayaan (kredit), salah 

 
122 Mubyarto, “Strategi Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, Kemiskinan dan Kesenjangan 

di Indonesia, ed.  (Yogyakarta: Aditya Madia, 1995), 155. 
123 Perwataatmadja, Tanjung, Bank Syariah teori praktik., 25 
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satu akad pendistribusi dana adalah al-mudharabah atau bagi hasil.124 

Dibanding bank konvensional, Bank Muamalat memiliki keunikan secara 

prinsip dapat mendukung usaha kecil menengah antara lain: tidak kaku 

dalam penyediaan jaminan, tidak kaku dalam penetapan imbalan, dan tidak 

kaku dalam penyedia fasilitas.125  

Konsep dasar Bank Muamalat dalam menjalankan usahanya, nasabah 

selaku pemilik dana (shahibul mal) menyimpan uangnya di bank sebagai 

pengelola dana (mudharib) atau sebaliknya bank sebagai pihak bank 

bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang meminjamkanya 

kepadanasabah sebagai pemakai dana maupun pengelola usaha 

(mudharin).126 Penerapan sistem bagi hasil dari sisi spiritual akan 

menghindarkan para pelakunya dari unsur bunga yang dianggap sebagai 

riba yang diharamkan dalam Islam, sedangkan dari sisi bisnis terdapat nilai-

nilai keadilan yang dapat drasakan oleh bank dan nasabah. Karena nasabah 

tidak terbebani kewajiban membayar bunga, nsabah hanya berkewajiban 

membagi hasil keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan 

sistem bagi hasil mempuyai kontribusi bagi usaha mikro dan kecil 

menengah untuk mengembangkan usahanya. Berkembangnya usaha mikro 

dan kecil menengah berperan dalam mengurangi pengangguran yang secara 

tidak langsung akan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. 

 

 
124 Ibid., 75. 
125 Amir Machmud Rukmana, Bank Syariah Teori kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, 

(Jakarta: Erlangga, 2010), 98. 
126 Perwataatmadja, Tanjung, Bank Syariah teori praktik, 25 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B. Hambatan-Hambatan Bank Muamalat Indonesia 

Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim harus yakin bahwa 

permasalahan ekonomi negara akan mampu diselelsaikan dengan penerapan 

sistem syariah pada perbankan. Karena pendistribusian dana secara tepat 

akan menjaga keseimbangan, kesejahteraan, dan pemerataan. Sehingga 

bank berdasarkan prinsip syariah akan semakin dilirik sebagai jalan keluar 

dari krisis ekonomi kapitalisme. Pada saat terjadi krisis ekonomi 

kebanyakan bank konvensional mengalami guncangan, namun pada saat 

yang sama Bank Muamalat mampu bertahan. Jika dilihat dari prakteknya 

Bank Muamalat yang menerapkan sistem perbankan baru yang berbeda 

dengan sistem yang telah berkembang dan lebih dominan di Indonesia. 

sistem yang baru diterpakan tentu banyak mengalami hambatan dan 

permasalahan yang dihadapi dalam perkembanganya. Adapun hambatan-

hambatan yang dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

1. Hambatan Ektern 

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

Kemampuan sumber daya manusia memiliki peran penting baik 

dalam jumlah yang kecil maupun besar dalam kemajuan suatu 

negara. seperti pada negara-negara maju dibidang ekomoni dan 

bidang lainya tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusinya. 

kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dan terlatih 

dibidang perbankan syariah, karena sistem tersebut belum lama 
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dikembangkan, disamping itu, lembaga pelatih dan akademik 

dibidang ini masih terbatas.127 

Akademisi perbankan syariah yang terbatas dikarenakan kajian-

kajian yang berbasis pada instrument konvensional lebih 

diperknelakan oleh lembaga-lembaga akademik. Penyebab dari 

kondisi tersebut karena lingkungan akademik belum familiar dengan 

literatur ekonomi Islam disbanding dengan literatur ekonomi 

konvensional.128 sehingga perbankan syariah kurang mendapat 

perhatian dari masyarakat. 

Oleh sebab itu sumber daya manusia yang mumpuni di bidang 

ekonomi Islam memiliki peran penting karena keberhasilan dalam 

pengembangan Bank Muamalat Indonesia dan perbankan syariah 

yang lain sangat ditentukan oleh keterampilan dan tingkat 

pengetahuan pengelola bank. 

b. Minimnya Peraturan Tentang Perbankan Syariah 

Sebagai dasar hukum negara tentu undang-undang memiliki 

fungsi umum yakni melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat 

serta sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan batin bagi 

masyarakat.129 Kebutuhan operasional Bank Muamalat Indonesia 

belum tersedia sepenuhnya dalam Kebijakan perbankan yang ada. 

mengingat ada sebuah perbedaan sistem dalam kegiatan usaha bank 

 
127 Muhammad, Bank Syariah problem, 67. 
128 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyaakarta: 

Ekonisia, 2018) 56. 
129 Dewi, Aspek-Aspek Hukum, 180. 
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konvensional dengan bank syariah. Dari masalah tersebut perlu 

dikeluarkan ketentuan rancangan undang-undang tersendiri yang 

mengatur sistem bank syariah. 

Selain UU No. 10 Tahun 1998 perubahan atas UU No. 7 Tahun 

1992 tentang perbankan tidak ada peraturan lain untuk 

memaksimalkan kinerja dan pengembangan perbankan syariah. 

Karena keterbatasan dalam tata hukum, menyebabkan Bank 

Muamalat berusaha menyesuaikan produk, akad dan jasa dengan 

kebijakan yang ada. penyesuaian tersebut mengakibatkan ciri-ciri 

khusus Bank Muamalat jadi tersamar dan sistem operasionalnya di 

anggap sama dengan bank konvensional.130 hal tersebut membuat 

kesan buruk terhadap Bank Muamalat. 

Perlunya undang-undang yang khusus untuk mengatur 

perbankan syariah, Agar dapat beroperasi secara efisien. Kebijakan 

tersebut mengatur prosedur pendirian bank syariah, sistem operasi 

bank syariah, dan mengatur ketentuan-ketentuan hak serta kajiban 

nasabah dalam sistem bank syariah.  

c. Kurangnya pemahaman masyarakat  

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum memahami 

secara tepat mengenai sistem perbankan yang baru, tentu perlu untuk 

disosialisasikan agar masyarakat mengetahui tentang produk, akad 

 
130 Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek (Jakarta: 
Alvabet, 2000), 37. 
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dan jasa pelayanan, serta prinsip-prinsip dasar anara nasabah dengan 

bank.131 Cakupan sosialisasi tentu tidak sekedar hanya 

menginformasikan keberadan Bank Muamalat Indonesia pada suatu 

tempat tetapi menginformasikan kepada masyaralat seputar 

mekanisme produk akad dan jasa, serta instrument-intrument 

keuangan Bank Muamalat Indonesia.132 

Sosialisasi dilakukan dalam rangka menginformasikan kepada 

masyarakat tentang kegiatan usaha Bank Muamalat belum 

dilakukan secara maksimal. Karena kurangnya informasi, Bank 

Muamalat dianggap sebagai bank yang sifatnya sektarian, sehingga 

segala transaksi dan operasionalnya hanya diperuntukkan pada 

golongan umat agama tertentu.133  Beberapa anggapan atau presepsi 

yang tidak benar dari masyarakat dapat dimaklumi, karena masih 

minimnya pemahaman dan informasi mengenai sistem dan prinsip 

pengoperasian Bank Muamalat yang baru dikenal dibandingkan 

dengan sistem bunga. 

2. Hambatan Intern 

a. Penetepan harga (Pricing) 

Menetapkan harga dilakukan untuk menentukan posisi produk 

atau jasa, dalam hal ini mengembangkan produk bank berdasarkan 

prinsip syariah, penetapan harga merupakan saah satu hal yang 

 
131 Antonio, Bank Syariah Dari Teori, 225. 
132 Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan, 56. 
133 Wening Purbatin Palupi Soenjoto “Tantangan Bank Syariah di Era Globalisasi”, El Barka Jurnal 
Of Islamic Economics and Business, Vol. 01 No. 01, (2018), 95. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mengundang perdebatan khususnya penentuan harga produk 

pembiayaan.134 Intinya adalah berapa tingkat keuntungan yang harus 

dibebankan kepada nasabah sebagai pengahsilan bank untuk produk 

jual beli seperti Mudharabah, Istisna, dan Salam, bank dapat 

menentukan tingkat keuntunga seperti halnya dalam perbankan 

konvensional, misalnya 12%. Tingkat keuntungan ini lalu 

ditambahkan kepada harga beli dan menjadi harga jual kepada 

nasabah. 

Tingat keuntungan yang ditentukan oleh prodk jual beli, 

akhirnya menjadi cost of fund untuk semua produk termasuk produk 

bagi hasil. Celakanya hal itu juga dihitung dengan menggunakan 

metode pertahun.135 Maka tidak heran jika ada mudharabah dengana 

bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah setara 20% pertahun. 

Artinya nasabah sebagai mudharib harus membayar bagi hasi 

kepada bank setara setara 20% pertahun jika nasabah mendapat 

keuntungan lebih dari itu, nasabah hanya membayar 20%nya, 

sedangkan jika nasabah rugi maka nasabah tetap membayar setara 

itu. Padahal mudharabah adalah produk bagi hasil yang kondisi 

pendapatanya tergantung situasi bisnis. 

 

 

 
134 Muhammad, Bank Syariah problem, 58. 
135 Muhammad, Bank Syariah problem, 59. 
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b. Masalah Deposito  

Usaha manusia dimasa depan tidak dapat diprediksi apakah 

usaha yang bersangkutan mengalami keuntungan atau justru 

mengalami kerugian, karena ketidak pastian inilah dalam Islam 

mengajarkan mudharabah. dengan sistem ini maka keduabelah 

pihak berjalan berdasarkan perpatah berat sama dipikul ringan sama 

dijinjing. Kaitanya dengan usaha bisnis, Bank Syariah tidak bisa 

menerima simpanan dari orang-orang yang ingin mendapatkan 

keuntungan dari simpananya tanpa menanggung resiko apapun. 136 

Dari landasan operasional di atas, penitip yang mengarah pada 

keuntungan saja tanpa mau menanggung kerugian seperti ini 

cenderung mendepositokan uangnya pada bank-bank yang 

berdasarkan bunga atau pasar modal. Lain halnya, jika nasabah 

benar-benar memahami hakekat keuntungan dan kerugian dari 

usahanya. 

c. Likuiditas berlebih 

Hukum yang kurang kondusif mengakibatkan konsekuensi 

lainnya dalam operasi perbankan. belum tersedianya fasilitas 

likuiditas dari Bank Sentral yang disebabkan oleh UU Bank Sentral 

No. 13 tahun 1968 menegaskan pendapatan Bank Indonesia adalah 

bunga. Demikian juga dalam Kerjasama antara Bank Indonesia 

dengan LEKS, terutama dalam penyaluran modal usaha yang selalu 

 
136 Muhammad, Bank Syariah problem, 61. 
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didasarkan atas tingkat pengembalian yang tetappadahal untuk 

modal usaha produk yang paling tepat adalah bagi hasil.137 

Kelebihan Likuiditas menjadi salah satu hambatan bagi 

perbankan syariah, yang terjadi karena kecendrungan lembaga 

keuangan tersebut dalam mempertahankan rasio lebih tinggi antara 

uang tunai dengan simpanan dibanding bank berbasis bunga. 

Sebagai lembaga yang mendasarkan diri pada norma-norma Islam, 

Bank Muamalat diikat oleh hukum dan peraturan yang ketat. 

Artinya, meskipun Bank Muamalat mengarah pada profit, namun 

tidak berarti bahwa semua investasi dapat diterima melainkan hanya 

investasi yang sah berdasarkan syariah. 

d. Terbatasnya Jangkauan Jaringan Kantor 

Keberadaan jaringan kantor Bank Muamalat masih jauh berbeda 

jika dibandingkan dengan jaringan kantor bank konvensional. 

Karena kondisi yang serba terbatas tersebut akan mempengaruhi 

pada akademisi maupun praktisi guna melakukan penelitian 

sehingga mengakibatkan minimnya literatur dan informasi maupun 

keterlibatan para pakar dalam pengembangan Bank Muamalat. Hal 

seperti ini yang membuat masyarakat belum tertarik untuk memilih 

Bank Muamalat dalam melakukan transaksi.138 

 
137 Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah, 49. 
138 Maya Jannah “Analisis Aspek Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Dalam Perspektif Undang-Undang 

No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, Jurnal Ilmiah Advokas, Vol. 01 No. 01, (2013), 
69. 
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Perlunya perluasan jangkaun pelayanan dan pengembangan 

jaringan kantor Bank Muamalat Indonesia dibutuhkan dalam rangka 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk, akad dan jasa 

perbankan syariah.139 Agar jaringan kantor dan kantor cabang 

menjangkau wilayah yang luas dibutuhkan kebijakan yang dapat 

mengurangi hambatan tersebut seperti diberlakukannya peraturan 

otonomi daerah yang memberikan wewenang dan kesempatan untuk 

mengelola potensi-potensi ekonomi daerah.140 Diharapkan 

kedepannya jaringan kantor Bank Muamalat akan bertambah 

dengan luas, dengan bertambah luasnya jaringan kantor akan 

meningkatkan kompetisi dan efisiensi usaha kearah peningkatan 

pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
139 Antonio, Bank Syariah dari Teori., 224. 
140 Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah, 42. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Bank pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah adalah 

Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991. 

Pendiriannya dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan 

Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim serta 

dukungan dari pemerintah. Terkumpul Rp 84 miliar modal setor awal 

Bank Muamalat pada saat penandatanganan akte pendirian. Setelah 

pertemuan pada acara silaturrahmi di Istana Bogor yang berlangsung 

pada 3 November 1991 modal setor awal bertambah menjadi Rp 100 

miliar, dengan modal modal awala tersebut Bank Muamalat resmi 

beroperasi pada 1 Mei 1992 yang menawarkan berbagai akad dan 

produk, adapun tersebut terbagi menjadi tiga yakni penghimpun 

penyalur dan jasa. 

2. Setelah pemerintah memberikan komitmen besar dalam kebijakan yang 

mengatur tentang perbankan syariah. Perkembangan Bank Muamalat 

baik dari sisi kebiakan pemerintah, produk yang ditwawarkan, dan 

jumlah kantor jaringan mengalami kemajuan dan menunjukkan catatan 

pertumbuhan yang baik, khususnya sejak diberlakukanya UU N0. 10 

Tahun 1998 tentang perbankan perubahan atas UU No. & Tahun 1992. 

Adanya perubahan undang-undang tersbut pemerintah memberikan izin 

kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang khusus dalam 
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melaksanakan kegiatan operasional menggunakan prinsip syariah dan 

memberikan izin kepada masyarakat untuk mendirikaan bank 

berdasarkan prinsip syariah. Semenjak berlakunya kebijakan tersebut 

selain perkembangan produk dan akad, Bank Muamalat Indonesia juga 

mengalami perkembangan pada kantor operasional,  

3. Bank Muamalat Indonesia memberikan peran penting dalam 

mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Karena menggunakan prinsip 

syariah yang adil dan transparan dalam memberikan pembiayan, dari 

penerapan sistem tersebut tentunya akan membawa rasa kesamarataan, 

kemaslahatan, dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Bank 

Muamalat menawarkan berbagai akad dan produk baik penghimpun 

dana, penyalurana dana, maupun jasa dengan harapan dari kalangan 

kecil dan menengah dapat memperoleh modal untuk memajukan usaha 

mereka. Dalam penerapan sistem perbankan yang baru di Indonesia 

tentu Bank Muamalat mengalami banyak hambatan mulai dari ekstern 

dan intern. Hambatan ektern seperti: minimnya peraturan tentang 

perbankan syariah, kurangnya pemahaman masyarakat, dan kurangnya 

sumber daya manusia (SDM). Sedangkan hambatan intern seperti: 

penetapan harga, masalah likuiditas, deposito berlibih, dan terbatasnya 

jangkauan jaringan kantor 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan dan penelitian yang berjudul sejarah 

perkembangan Bank Muamalat Indonesia tahun 1991-2002, maka peneliti 

memberikan saran bagi peneliti-peneliti mendatang bahwa: 

1. Peneliti menyadari dalam skripsi ini ada banyak kekurangan 

dikarenakan oleh keterbatasan peneliti. Diharapkan dengan adanya 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan mengambil ibroh dari 

penjelasan dalam penelitian ini. Khususnya dalam bidang sejarah 

ekonomi Islam di Fakultas Adab dan Humaniora. 

2. Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi bahan dalam penelitian-

penelitia selanjutnya, yang ingin meneliti Bank Muamalat Indonesia, 

untuk lebih memfokuskan objek penelitiannya pada suatu kantor cabang 

Bank Muamala Indonesia. karena kurangnya literatur yang membahas 

secara spesifik mengenai Bank Muamalat. Kurangnya literatur ini, 

dikarenakan banyak bank syariah berdiri yang secara tidak langsung 

membuat fokus peneliti tidak pada Bank Muamalat saja, melainkan 

mencakup bank syariah seluruh Indonesia.

 

 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DAFTAR PUSTAKA 

Abdurrahman, Dudung. 1999. Metodologi Penelitian Sejarah. Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu.  

Al Arif, M. Nur Rianto. 2017. Lambaga Keuangan Syariah Suatau Kajian 

Teoritis Prakris. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 

Ali, Zainudin. 2010. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. 

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2017. Bank Syariah Dari Teori-Teori ke 

Praktek. Jakarta: Gema Insani. 

Arifin, Zainul. 2000. Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, 

Tantangan, dan Prospek. Jakarta: Alvabet. 

Al Faroby, Yuma Bella Saiful Islam. 2014. “Analisis Fatwa MUI 

NO.04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia NO.7/46PBI/2005 

Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bil Wakalah di PT 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono”, Skripsi : UIN Sunan Ampel, 

Fakultas Syari’ah dan Hukum. 

Aziz, M Amin. 1992. Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Jilid 1. 

Jakarta: Bangkit. 

Aziz, M Amin. 1992. Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Jilid 2. 

Jakarta: Bangkit. 

Azizah, Nur. 2009. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan 

Pembiayaan Kredit Sindikasi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk”, Skripsi : UIN 

Sunan Ampel Fakultas Syariah, Surabaya. 

Baehaqi, Ja’far. 2016. Dinamika dan perkembangan Hukum Perbankan 

Syariah di Indonesia. Semarang: Walisongo Press.  

Baswir, Revrisond. 1997. “Peran Koperasi Dalam Mewujutkan 

Perekonomian yang Berkeadilan Sosial.” Economic Journal Of Emerging 

Markets. 

Beik, Irfan Syauqi. Arsyianti, Layli Dwi. Ekonomi Pembangunan Syariah. 

Jakarta: Rajawali Pers, 2017. 

Bernardib, Imam. 1982. Arti dan Metode Sejarah Pendidikaan. Yogyakarta: 

FIP IKIP. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Darsono, Ali Sakti, dkk. 2017. Dinamika Produk dan Akad Keuangan 

Syariah di Indoensia. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 

Darsono, Ali Sakti, dkk. 2017. Perbankan Syariah di Indonesia 

Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Kedepan. Depok: PT RajaGrafindo 

persada. 

Dewi, Gemala. 2007. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan 

Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana. 

Jundiani. 2009. Pengaturan Hukum Perbankan di Indonesia. Malang: UIN 

Malang Press. Karim, Adiwarman A. 2006. Bank Islam Analisis Fiqih dan 

Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 

Machmud, Amir, Rukmana. 2010. Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi 

Empiris di Indonesia. Jakarta: Erlangga. 

Madjid, M Dien, Johan Wahyudi. 2014. ilmu Sejarah Sebuah Pengantar. 

Jakarta: Kencana 

Muhammad. 2005. bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di 

Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.  

Nainggolan, Basaria. 2016. Perbankan Syariah di Indoensia. Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada. 

Noor, Zainulbahar. 2006. Bank Muamalat Sebuah Mimpi, Harapan dan 

Kenyataan Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam. Jakarta: Bening Publishing. 

Panitia 70 Tahun M Amin Aziz. 2007. Kegigihan Sang Perintis. Jakarta: 

Embun Publishing.  

Perwataatmadja, Karnaen A. Hendri Tanjung. 2007. Bank Syariah Teori, 

Praktik, dan Peranannya. Jakarta: Celestial Publishing. 

Perwataatmadja, Karnaen, Muhammad Syafii Antonia. 1992. Apa dan 

bagaimana bank islam. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.  

Qori’ah, Umdatul. 2005. “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Pada 

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Tahun 1999-2004”, Skripsi : UIN Sunan 

Kalijaga Fakultas Syari’ah, Yogyakarta. 

Remi, Sutyastie Soemitro, Prijono Tjiptoherijanto. 2002. Kemiskinan dan 

Ketidakmerataan di Indonesia. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sahara, Ratna dan Nunung Nurul Hidayah, Analisis Perbandingan Kinerja 

Keungan Bank Muamalat Indonesia, “Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke 

XI”, (Pontianak, 2008), 

Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. Perbankan Islam dan kedudukanya Dalam 

Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: PT Temprint. 

Sjamsuddin, Helius. 2017. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.  

Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali 

Press.  

Sudibyo, Bambang; Soetrisno, Loekman; Nugroho, Heru, Dkk (eds.). 1999 

Kemiskinan dan Kesenjangan di ndonesia. Yogyakarta:Aditya Media. 

Sumitro, Warkum. 1996. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-

Lembaga Terkait (BMUI & TAKAFUL) di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada.  

Syawie, Mochamad. 2011. “Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial.” 

Informasi: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial. 

Tambaruka, Rustam E. 1999. Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat 

Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek. Jakart: PT Reineka Cipta. 

Usman, Hasan. 1998. Metode Penelitian Sejarah. Jakarta: Direktor Jendral 

Kelembagaan Agama Islam. 

Usman, Racnadui. 2012. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. 

Jakarta: Sinar Grafika.  

Wahyuli, Ananing Nur. 2016. “Pengentasan Kemiskinan Menurut Al-

Qur’an”, Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya. 

Yasin, Nur. 2009. Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di 

Indonesia. Malang: UIN Malang Press.  

Al-Qu’an 

Al-Qu’ran, 16 (an-Nahl): 71. 

Al-Qur’an, 13 (ar-ra’d): 11. 

Arsip 

Annual report laporan tahunan Bank Muamalat tahun 2003 

Annual report laporan tahunan Bank Muamalat tahun 2009 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber Internet 

Badan pusat statistik, “Jumlah Pnduduk Miskin, Persentase Penduduk 

Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017”, dalam 

https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-

persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html (17 Maret 

2020) 

DSN-MUI, “Sekilas tentang DSN-MUI”, dalam 

https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/ (6 Agustus 2020). 

Ismet, “logo lama bank muamalat”, dalam http://tutorial-

sorong.blogspot.com/2012/08/logo-lama-bank-muamalat.html?m=1 (8 februari 

2020) 

Undang-Undang 

UU RI Nomor. 7. Tahun. 1992 Tentang Perbankan. 

UU RI Nomor. 10. Tahun. 1998 Tentang Perbankan. 

Wawancara  

Ainul Yaqin. S.Si M.Si Apt.Wawancara, Surabaya, 5 Februari 2020, Selaku 

Sekertaris Umum MUI Prov Jawa Timur Tahun 2015-2020.

 

 

 

https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html
https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html
https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/
http://tutorial-sorong.blogspot.com/2012/08/logo-lama-bank-muamalat.html?m=1
http://tutorial-sorong.blogspot.com/2012/08/logo-lama-bank-muamalat.html?m=1



